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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor kompetisi  pengadaan 
terhadap belanja pemerintah. Faktor-faktor yang digunakan adalah jumlah, jarak, 
aset bersih peserta tender, nilai pekerjaan, dan lama waktu pekerjaan terhadap 
nilai pemenangan lelang serta variabel kontrol kepemilikan NPWP, syarat tidak 
masuk dalam Daftar Hitam, dan kualifikasi usaha kecil dengan menggunakan 
model pelelangan kompetitif. Data yang digunakan adalah data data 36 lelang 
yang diperoleh dari web Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Kementerian Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linear untuk menganalisis pengaruh individual variabel terhadap nilai 
pemenangan lelang. Analisis varians digunakan untuk menguji secara simultan 
pengaruh seluruh variabel terhadap nilai pemenangan lelang. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jumlah peserta dan kualifikasi usaha kecil berpengaruh 
negatif terhadap nilai pemenangan lelang sedangkan jarak peserta dan waktu 
pekerjaan berpengaruh positif terhadap nilai pemenangan lelang. Semua 
variabel juga secara simultan berpengaruh terhadap nilai pemenangan lelang. 
 





This study aims to explore the effect of publik procurement competition factors on 
government expenditure. The factors that used is number, distance and net 
assets of bidders, expected price, and the length of project, NPWP, not included 
in black list, and small business qualification by using competitive bidding model. 
This study uses data of 36 projects in Pusat Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik, Ministry of Finance. The data is analized using linear regression to 
analyze the individual effect of each variable on winning bid. Analysis of varians 
is used to test the simultaneously effect of those variables to winning bid. The 
result show the negative effect of numbers of bidders and small business 
qualifications on winning bid but bidders distance and project length give a 
positive effect on winning bid. All the factors give a simultaneous effect on 
winning bid that will effect the  government expenditure.  
 
Keywords: competition, public procurement, e-procurement, government 
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1.1 Latar Belakang 
Setiap organisasi melakukan investasi untuk kelancaran kegiatan 
operasional perusahaan, termasuk organisasi pemerintahan. Pemerintah 
melakukan investasi yang disebut dengan investasi publik. Menurut Mardiasmo 
(2009), keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran 
untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan 
dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi memiliki efek jangka 
panjang. Hanák dan Muchová (2015) menyatakan bahwa penggunaan yang 
efisien atas sumber daya publik adalah salah satu dari tantangan utama terkait 
dengan investasi publik. Hal ini memengaruhi seluruh siklus struktur investasi, 
mulai dari rancangan dokumentasi sampai kepada penghapusan pada akhir 
masa hidup dari suatu investasi. 
Mardiasmo (2009) juga menyebutkan bahwa investasi publik memiliki 
kaitan yang erat dengan penganggaran modal/investasi. Penganggaran 
modal/investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan 
memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran 
modal/investasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat 
penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah 
transparansi dan kewajaran anggaran. Jika keputusan akan proyek yang akan 
diakomodasi sudah diambil, maka pemerintah akan melaksanakan anggaran 
dengan melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kemudian merealisasikan 
kegiatan belanja pemerintah.  
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Baldi et al., (2016) mengemukakan pada penelitiannya bahwa proses 
pengadaan terdiri dari berbagai tahapan berbeda (tahap pra-pengadaan, proses 
lelang dan penandatanganan kontrak, dan manajemen kontrak dan penyedia), 
yang masing-masing membutuhkan rancangan yang spesifik dan penuh kehati-
hatian agar dapat memastikan akan mendapatkan hasil pengadaan yang terbaik. 
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ 
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari 
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa.  
Salah satu cara pengadaan barang/jasa adalah dengan melaksanakan 
lelang umum. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2015, pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 
Setelah pelelangan umum dilaksanakan maka akan diperoleh pemenang dan 
nilai pemenangan lelang. Berdasarkan hasil tersebut maka pemerintah dapat 
mengikat kontrak dengan penyedia. Menurut Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, kontrak pengadaan barang/jasa adalah 
perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia 
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 
Sesuai dengan salah satu asumsi dasar stewardship theory (Podrug, 
2011), manajemen suatu organisasi adalah stewards (pelayan/penerima 
amanah). Dalam hal organisasi publik, manajemen adalah pelayan masyarakat 
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yang harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan 
masyarakat umum, khususnya terhadap belanja pemerintah. Tuntutan publik 
terhadap efisiensi belanja pemerintah menunjukan peningkatan yang signifikan 
selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan tuntutan publik terhadap efisiensi 
belanja pemerintah menjadi isu global yang timbul karena besarnya uang yang 
digunakan untuk belanja pemerintah dan fakta bahwa uang tersebut berasal dari 
rakyat (Hui et al., 2011). Di Indonesia, peningkatan tuntutan terhadap efisiensi 
belanja pemerintah juga didorong oleh anggapan bahwa tingkat kebocoran 
keuangan negara yang terjadi melalui belanja pemerintah sangat tinggi. 
Anggapan tersebut dikuatkan dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan 
pegawai pemerintah dan pengusaha.  
Di antara banyak hal yang menjadi penyebab perilaku korup dan kolusif 
pegawai pemerintah dan pengusaha adalah praktik pengadaan publik yang tidak 
kompetitif, termasuk pada pengadaan dengan lelang. Pengadaan publik yang 
tidak kompetitif dapat mengurangi minat penyedia untuk ikut serta dalam lelang 
dan memberikan peluang bagi pegawai pemerintah untuk melakukan kolusi 
dengan penyedia yang ikut serta. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian 
substansial pada anggaran pemerintah karena pemerintah mungkin akan 
membayar harga yang terlalu tinggi dan mengikat kontrak dengan perusahaan 
berkinerja buruk (Ohashi, 2009). 
Salah satu bentuk kolusi yang sering terjadi pada lingkungan pengadaan 
publik yang tidak kompetitif adalah praktik pengaturan penawaran (bid rigging). 
Bid rigging merupakan suatu bentuk perilaku kolusif dalam pengadaan publik 
yang dilakukan dengan cara mengatur penawaran sedemikian rupa sehingga 
menguntungkan peserta tertentu. Pengaturan semacam ini dilakukan dengan 
tujuan untuk memenangkan dan memberikan kontrak kepada salah satu peserta 
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lelang sebelum lelang dilakukan atau sebelum penawaran diajukan kepada 
petugas pengadaan. Bid rigging merupakan masalah serius yang terjadi pada 
banyak lelang pengadaan (Bajari, 2003).  
Untuk menekan perilaku kolusi dan meningkatkan efisiensi belanja 
pemerintah, peningkatan kompetisi dalam praktik pengadaan publik merupakan 
suatu hal yang penting. Evenett dan Hoekman (2005) meneliti pengaruh adanya 
iklim pengadaan kompetitif dalam praktik pengadaan publik dan berpendapat 
bahwa peningkatan kompetisi dalam pengadaan memiliki dua pengaruh. 
Pertama, di sisi permintaan, peningkatan kompetisi menghindarkan pemerintah 
dari barang-barang yang mengandung kesempatan untuk penyuapan. Di sisi 
penawaran, hal itu akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ikut serta dalam 
lelang. Ohashi (2009) berpendapat bahwa pengaruh peningkatan kompetisi dari 
sisi penawaran adalah memaksa lingkaran kolusi untuk menurunkan harga. Jika 
tidak, kolusi akan hancur karena ada penyimpang (deviator) yang menurunkan 
penawaran untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. 
Sebagai respon atas persoalan di atas pemerintah di banyak negara 
mendorong upaya pengenalan kompetisi dalam organisasi yang menyediakan 
layanan publik dan lebih luas lagi dalam pengadaan publik (Armstrong dan 
Sappington, 2006). Pengembangan lelang yang kompetitif di seluruh dunia 
merupakan ilustrasi yang bagus untuk masalah ini (Amaral et al., 2011). Banyak 
negara telah mengembangkan dan mengimplementasikan prosedur dan praktik 
pengadaan publik yang dapat meningkatkan kompetisi, termasuk Indonesia. 
Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mulai mengembangkan dan 
menerapkan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement).  
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E-procurement merupakan bentuk implementasi konsep e-governance di 
bidang pengadaan publik. E-procurement adalah penggunaan teknologi 
informasi, terutama aplikasi berbasis web, dalam setiap tahapan pengadaan 
publik. Ada dua bentuk e-procurement yang diterapkan dan dikembangkan dan 
akan diterapkan di Indonesia, yaitu lelang secara elektronik (e-tendering) dan 
pembelian secara elektronik (e-purchasing). E-tendering digunakan untuk 
pengadaan publik yang dilakukan melalui lelang, sedangkan e-purchasing 
digunakan untuk pengadaan yang dilakukan melalui pembelian (negosiasi).  
Implementasi e-procurement diharapkan akan meningkatkan kompetisi 
dalam pengadaan publik dan mengurangi belanja pemerintah, dengan kata lain 
meningkatkan efisiensi. Walker dan Brammer (2012) menyimpulkan bahwa e-
procurement akan memungkinkan adanya komunikasi yang lebih baik antara 
pembeli dan penyedia sehingga memfasilitasi bentuk pengadaan manual dengan 
meningkatkan pertukaran informasi yang lebih baik antar kedua belah pihak. 
Selain itu penggunaan yang lebih baik atas e-procurement membantu 
memberikan cara baru dan mudah bagi pengoperasian pengadaan manual. 
Akan tetapi, pengujian secara empiris atas pengaruh kompetisi 
pengadaan publik terhadap belanja pemerintah sampai saat ini belum banyak 
dilakukan. Kurangnya penelitian tentang hal tersebut mungkin diakibatkan oleh 
sulitnya memperoleh data tentang pengadaan publik di Indonesia. Beberapa 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain Amaral (2011), Ohashi 
(2009), Kamins (2004), Rudi dan Haryanto (2013), serta Septyan et al., (2015). 
Kurangnya penelitian tentang masalah ini, khususnya di Indonesia, 
menimbulkan celah penelitian (research gap) yang mendorong penulis untuk 
melakukan penelitian ini. Dengan menggunakan data tentang pekerjaan 
konstruksi yang dilelangkan melalui fasilitas e-tendering di Pusat Layanan 
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Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, penelitian ini 
berusaha menganalisis pengaruh kompetisi pengadaan publik terhadap belanja 
pemerintah. Dengan menganalisis pengaruh tersebut penelitian ini berusaha 
mengungkapkan faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menguatkan upaya 
meningkatkan kompetisi pengadaan publik dan mengurangi belanja pemerintah. 
Sesuai dengan stewardship theory yang mengasumsikan bahwa 
manajemen sebagai stewards yang bekerja bagi kepentingan organisasi dan 
memiliki tujuan sesuai dengan tujuan organisasi serta principals yang 
menghindari risiko (Podrug, 2011), maka seharusnya Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai stewards penyelenggara 
lelang mengupayakan pengadaan yang kompetitif dengan mempertimbangkan 
pengaruh faktor-faktor kompetisi lelang terhadap nilai pemenangan lelang terbaik 
yang akan menjadi belanja pemerintah. Faktor kompetisi yang dapat menjadi 
bahan pertimbangan ULP dan PPK adalah jumlah peserta untuk menghindari 
risiko peserta kurang dan gagal lelang, jarak peserta yang dapat berakibat pada 
nilai penawaran yang terlalu tinggi, aset bersih peserta untuk melihat 
kemampuan peserta, nilai pekerjaan yang akan dilelangkan sehingga sesuai 
dengan nilai pasar, dan jangka waktu pekerjaan yang dapat memengaruhi jumlah 
biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu ULP dan PPK juga memberikan syarat-
syarat khusus untuk menjadi evaluasi atas peserta lelang, seperti syarat tidak 
masuk dalam Daftar Hitam dan syarat kualifikasi usaha kecil sebagai mitigasi 
adanya risiko gagal lelang dan wan prestasi oleh penyedia.  
Sesuai dengan pertimbangan yang perlu diperhatikan ULP dan PPK 
sebagai stewards tersebut, penelitian ini mencoba mengembangkan sebuah 
model pengadaan kompetitif (competitive bidding) yang diadaptasi dari model 
yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya. Model ini melihat 
7 
 
kompetisi pengadaan publik dari lima sisi yang berbeda yaitu dari sisi jumlah, 
jarak, dan aset bersih peserta lelang (bidder), nilai pekerjaan (project size), serta 
dari lama waktu pekerjaan yang dilelang. Selain itu digunakan beberapa variabel 
kontrol yang berlaku tetap terhadap seluruh data yang akan diteliti yaitu 
persyaratan lelang dari penyelenggara lelang berupa keterbebasan dari Daftar 
Hitam (black list) pengadaan barang/jasa pemerintah serta syarat kualifikasi 
usaha kecil. Faktor-faktor kompetisi tersebut akan diuji untuk melihat 
pengaruhnya terhadap nilai pemenangan lelang. Nilai pemenangan lelang 
(winning bid) tersebut kemudian dicatat sebagai nilai belanja pemerintah. 
Dengan mempertimbangkan akan adanya pengaruh faktor-faktor kompetisi 
terhadap besarnya belanja pemerintah serta kemungkinan tercapainya efisiensi 
atas belanja pemerintah, maka akan dilakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Faktor Kompetisi Pengadaan Publik dengan e-Procurement terhadap 
Belanja Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Sebagaimana penelitian ini berusaha mengetahui pengaruh kompetisi 
dari sisi jumlah, jarak, aset bersih peserta lelang, nilai pekerjaan, dan lama waktu 
pengerjaan proyek yang dilelang terhadap nilai pemenangan lelang, dimana nilai 
pemenangan lelang tersebut kemudian dicatat sebagai nilai belanja pemerintah, 
maka penelitian ini mencoba menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut. 
1. Apakah jumlah peserta lelang pengadaan publik memengaruhi nilai 
pemenangan lelang  pengadaan sektor publik? 
2. Apakah jarak peserta lelang pengadaan publik memengaruhi nilai 
pemenangan lelang  pengadaan sektor publik? 
3. Apakah aset bersih peserta lelang pengadaan publik memengaruhi nilai 
pemenangan lelang pengadaan sektor publik?  
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4. Apakah nilai pekerjaan lelang pengadaan publik memengaruhi nilai 
pemenangan lelang  pengadaan sektor publik?  
5. Apakah persyaratan lama waktu pengerjaan proyek pengadaan sektor publik 
memengaruhi nilai pemenangan lelang pengadaan sektor publik? 
6. Apakah syarat keterbebasan dari Daftar Hitam (black list) pengadaan 
barang/jasa pemerintah bagi peserta lelang memengaruhi nilai pemenangan 
lelang pengadaan sektor publik? 
7. Apakah syarat kualifikasi usaha kecil bagi peserta lelang memengaruhi nilai 
pemenangan lelang pengadaan sektor publik? 
8. Apakah jumlah peserta, jarak peserta, aset bersih peserta, nilai pekerjaan 
yang dilelangkan, lama waktu pengerjaan proyek, keterbebasan dari daftar 
hitam, serta kualifikasi usaha kecil bagi peserta lelang secara simultan 
berpengaruh terhadap nilai pemenangan lelang? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini, 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 
1. Menganalisis pengaruh jumlah peserta yang ikut serta dalam lelang terhadap 
nilai pemenangan lelang pengadaan sektor publik. 
2. Menganalisis pengaruh jarak peserta yang ikut serta dalam lelang terhadap 
nilai pemenangan lelang pengadaan sektor publik. 
3. Menganalisis pengaruh aset bersih peserta yang ikut serta dalam lelang 
terhadap nilai pemenangan lelang pengadaan sektor publik. 
4. Menganalisis pengaruh nilai pekerjaan yang dilelangkan terhadap nilai 
pemenangan lelang pengadaan sektor publik. 
5. Menganalisis pengaruh lama waktu pekerjaan yang dilelangkan terhadap 
nilai pemenangan lelang pengadaan sektor publik. 
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6. Menganalisis pengaruh syarat keterbebasan dari Daftar Hitam (black list) 
pengadaan barang/jasa pemerintah bagi peserta lelang terhadap nilai 
pemenangan lelang pengadaan sektor publik. 
7. Menganalisis pengaruh syarat kualifikasi usaha kecil bagi peserta lelang 
terhadap nilai pemenangan lelang pengadaan sektor publik. 
8. Menganalisis pengaruh simultan dari jumlah peserta, jarak peserta, aset 
bersih peserta, nilai pekerjaan yang dilelangkan, lama waktu pengerjaan 
proyek, syarat bebas dari Daftar Hitam, serta kualifikasi usaha kecil bagi 
peserta lelang proyek terhadap nilai pemenangan lelang pengadaan sektor 
publik. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini memberikan manfaat antara lain untuk. 
1. Menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi 
belanja pemerintah. 
2. Mengembangkan studi tentang faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi 
belanja pemerintah.  
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Sebagai kegunaan praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk 
mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 
efisiensi belanja pemerintah atas paket pekerjaan lelang pengadaan sektor 
publik.  
1.5 Organisasi/Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun atas 5 (lima) bab agar mempunyai susunan yang 
sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan 
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antar bab sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang 
dimaksud adalah sebagai berikut. 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya 
penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
sistematika penulisan skripsi. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, ringkasan 
hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, ringkasan penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan hipotesis.  
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi operasional variabel-variabel 
penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis data.  
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memuat uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan 
menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab III. Uraian ini 
teridiri atas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi data yang 
disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. 
BAB V: PENUTUP 






2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Stewardship Theory  
Grand  theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency 
theory yaitu stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), yang 
menggambarkan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi 
pada kepentingan organisasi. Stewardship theory mengasumsikan bahwa 
terdapat hubungan kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik. 
Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok 
principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas principals akan 
memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi 
tersebut. Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi 
organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 
2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 
dan Wilson 2010) dimana sejak awal akuntansi organisasi sektor publik telah 
dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara stewards dengan 
principals. Akuntansi sebagai penggerak (driver)  transaksi menjadi semakin 
kompleks dan diikuti dengan perkembangan organisasi sektor publik.   
Dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor 
publik, principals semakin sulit untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan 
sendiri. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan 
menjadi semakin nyata. Pemilik sumber daya (capital suppliers/principals) 
mempercayakan pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain, dalam hal 
ini steward atau manajemen, yang lebih memiliki kemampuan dan siap untuk 
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melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Kontrak hubungan antara stewards dan 
principals atas dasar kepercayaan, dimana manajemen bertindak kolektif  sesuai 
dengan tujuan organisasi,  sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi 
sektor publik adalah stewardship theory.  
Objek penelitian ini adalah bagian dari organisasi sektor publik yaitu 
instansi di lingkungan Kementerian Keuangan. Penelitian ini akan menguji efek 
pembelajaran teori stewardship terhadap upaya untuk meningkatkan efisiensi 
belanja pemerintah dengan cara melakukan pengadaan publik yang kompetitif. 
Teori stewardship sering disebut teori pengelolaan (penatalayanan) dengan 
beberapa asumsi-asumsi dasar (fundamental assumptions of stewardship theory) 
yang ditunjukkan dalam tabel berikut.  
Tabel 2.1 Asumsi Dasar Teori Stewardship  
Kriteria Asumsi Dasar 
Manager as Stewards 
Approach To Governance Sociological and Psychological 
Model of human behaviour Collectivistic, pro-organizational, 
trustworthy 
Managers Motivated by Principal objectives 
Manager-Principal Interest Covergence 
Structures That Facilitate and Empower 
Owners Attitude Risk-Propensity 
The Principal-Manager Relantionship Relly 
on 
Trust 
Sumber : Podrug (2011)  
Beberapa pertimbangan penggunaan stewardship theory adalah. 
1. Manajemen sebagai stewards (pelayan/penerima amanah/pengelola) 
Stewardship theory memandang manajemen suatu organisasi  sebagai 
“stewards/penatalayanan”, yang akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif 
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dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai 
hubungan antara pengadaan publik yang kompetitif dengan belanja pemerintah. 
Pemerintah bertindak sebagai stewards, yang menerima tanggung jawab untuk 
mengelola keuangan negara untuk kepentingan publik. Sebagai stewards, maka 
pemerintah harus mengupayakan efisiensi dan akuntabilitas atas belanja 
pemerintah, sehingga keuangan negara digunakan dengan bijaksana.  
2. Pendekatan terhadap governance dengan sosiologi dan psikologi 
Teori stewardship menggunakan pendekatan governance atas dasar 
psikologi dan sosiologi yang dirancang bagi peneliti untuk menguji situasi 
manajemen sebagai stewards agar termotivasi agar bertindak sesuai keinginan 
principal dan organisasi. Implikasinya pada penelitian ini adalah pemerintah 
memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk kepentingan 
ekonomi tetapi juga pertimbangan sosiologis maupun psikologis masyarakat 
untuk menciptakan good governance.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan governance yaitu menghasilkan 
informasi laporan keuangan yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor 
sosiologi dan psikologi. Pertimbangan faktor sosiologi dilakukan saat meneliti 
faktor kompetisi pengadaan publik dalam hal akuntabilitas pubik dan upaya 
pengadaan publik yang kompetitif bagi peserta. Pertimbangan faktor psikologi 
dilakukan saat meneliti variabel faktor kompetisi pengadaan publik antar peserta 
lelang yang terjadi dalam suatu lelang pengadaan publik untuk mendapatkan 
nilai pemenangan lelang paling kompetitif sebagai variabel belanja pemerintah.  
3. Model perilaku manusia, berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi dan 
dapat dipercaya 
Model of human behaviour pada stewardship theory didasarkan pada 
steward (pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja 
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sama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu 
pilihan antara perilaku self serving dan pro-organizational. Steward akan 
mengantikan atau mengalihkan self serving untuk bertindak kooperatif. 
Kepentingan antara steward dan principal tidak sama, tetapi steward tetap akan 
menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Steward berpedoman bahwa terdapat 
utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap 
tindakan rasional yang dapat diterima, misalnya efisiensi biaya dan peningkatan  
kualitas/kinerja. 
Implikasi pada penelitian ini bahwa manajemen organisasi pemerintah 
secara kolektif dan kooperatif mengupayakan untuk mendapatkan nilai 
pemenangan lelang yang kompetitif. Dikarenakan nilai pemenangan lelang 
adalah nilai yang menjadi belanja pemerintah, maka nilai pemenangan lelang 
yang kompetitif menjadikan belanja pemerintah adalah nilai yang kompetitif, 
memenuhi semua kriteria kebutuhan pengadaan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan pada laporan keuangan. 
4. Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan principals  
Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi para 
pimpinan tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih termotivasi pada 
sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga steward (manajemen) 
bertindak sesuai keinginan principal. Ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti 
faktor-faktor kompetisi pada pengadaan publik untuk melihat pengaruhnya pada 
belanja pemerintah. Tujuan principal adalah adanya efisiensi terhadap belanja 
pemerintah dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan 
akuntabel. Manajemen menanggapi tujuan ini dengan mengadakan pengadaan 
publik yang kompetitif, khususnya dengan metode e-procurement  yang 
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meningkatkan transparansi pengadaan publik, supaya tujuan principal tercapai, 
terlepas dari kepentingan individu manajemen pemerintah.  
5. Kepentingan manager-principal adalah konvergensi  
Teori stewardship mengasumsikan bahwa kepentingan manajer dan 
principal adalah kovergensi artinya keduanya mempunyai tujuan satu titik yang 
sama yaitu untuk kepentingan organisasi. Jika kepentingan organisasi tercapai 
maka kepentingan individu juga terpenuhi. Penelitian ini menggunakan variabel 
belanja dan faktor kompetisi pengadaan publik. Pada kedua variabel tersebut, 
manajer memiliki tujuan yang sama dengan principals, yaitu mendapatkan 
pemenang dan nilai pemenangan lelang yang akuntabel dan kompetitif untuk 
kemudian menghasilkan nilai belanja pemerintah yang efisien.  
6. Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan  
Stewardship theory menggunakan struktur yang memfasilitasi dan 
memberdayakan. Penelitian ini menggunakan variabel faktor kompetisi 
pengadaan publik dengan e-procurement yang diharapkan dapat memfasilitasi 
dan memberdayakan belanja pemerintah menjadi efisien dan efektif guna 
mengupayakan pengelolaan belanja pemerintah yang efektif dan efisien.  
7. Sikap pemilik yang mempertimbangkan risiko  
Stewardship theory cenderung mempertimbangkan risiko. Penelitian ini 
menguji faktor-faktor kompetisi pengadaan publik dengan e-procurement dengan 
mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi untuk menghasilkan nilai 
pemenangan lelang yang kompetitif sehingga belanja pemerintah menjadi efektif 
dan efisien.   
8. Hubungan principals-manajemen saling percaya 
Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat 
manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak 
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dengan penuh tangung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak 
lain. Filosofi tersebut tersirat dalam hubungan fidusia antara principals dan 
manajemen. Stewardship theory memandang manajemen sebagai institusi yang 
dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan 
principals maupun organisasi.  
Implikasi stewardship theory terhadap penelitian ini adalah dapat 
menjelaskan eksistensi pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya 
untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas 
dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang 
diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik  maupun 
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Pasal 6 Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan etika yang harus dimiliki oleh para 
pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa dimana setiap pihak 
diharapkan bekerja untuk kepentingan negara dan menghindari pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar stewardship 
theory yang bekerja untuk kepentingan principals. Selain itu pasal 17 Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan persyaratan anggota Kelompok 
Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan yang bertindak 
sebagai stewards. Salah satu syarat tersebut adalah bahwa ULP/Pejabat 
Pengadaan harus menandatangani Pakta Integritas sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan amanah yang diberikan negara selaku 
principal. Dengan adanya pengadaan publik yang kompetitif maka pemerintah 
dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik pada laporan 
keuangan dengan data yang transparan dan akuntabel.  
Asumsi dasar stewardship theory dimana principals mempercayakan 
proses pengadaan kepada stewards dan stewards akan berupaya untuk 
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melaksanakan amanah demi kepentingan principals pada konteks pengadaan 
publik akan membuat stewards berupaya melaksanakan proses pengadaan yang 
bersih dan taat peraturan. Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan 
berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan 
akuntabel. Pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadaan publik harus 
mengupayakan adanya pengadaan kompetitif untuk mendapatkan nilai 
pemenangan lelang yang efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, 
dan akuntabel. Proses lelang dengan e-procurement menjadi salah satu upaya 
stewards untuk melakukan pengadaan yang kompetitif dan menghindari 
terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pihak-pihak yang berhubungan 
dengan pengadaan. Nilai pemenangan lelang yang kompetitif kemudian menjadi 
nilai belanja pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan stewards kepada 
principals melalui laporan keuangan. 
Faktor-faktor kompetisi pengadaan publik menjadi faktor yang digunakan 
untuk mengukur tingkat kompetisi pengadaan publik. Pada stewardship theory, 
sikap pemilik adalah mempertimbangkan risiko. Risiko pada konteks pengadaan 
publik adalah kemungkinan pengadaan yang tidak kompetitif. Salah satu syarat 
lelang pengadaan publik dapat berjalan adalah adanya jumlah peserta yang 
cukup untuk melakukan lelang. Dua dari dua belas alasan Pokja ULP dapat 
menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal pada Perpres 54 tahun 2010 
adalah apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi 
kurang dari 3 peserta, kecuali pada pelelangan terbatas dan/atau jika jumlah 
peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan barang/jasa 
kurang dari 3 peserta, kecuali pada pelelangan terbatas. Peraturan ini 
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menunjukkan bahwa syarat jumlah peserta sangat penting untuk memastikan 
bahwa lelang berjalan dengan kompetitif dan menghindari kecurangan dari pihak 
yang terkait dengan pengadaan. ULP sebagai steward akan mengadakan 
pengadaan ulang jika jumlah peserta tidak memenuhi syarat. Jika pengadaan 
ulang dilakukan dan hanya dua peserta yang mendaftar, maka lelang dapat 
dilanjutkan, sedangkan jika pendaftar hanya satu peserta, maka proses 
pengadaan dilakukan seperti proses penunjukan langsung. Jika pengadaan 
dilakukan dengan penunjukan langsung, maka nilai pemenangan lelang menjadi 
tidak kompetitif karena hanya didasarkan pada penawaran satu peserta. Untuk 
menghindari hal itu maka ULP akan mengupayakan adanya peserta yang cukup 
dengan melakukan pengumuman lelang secara publik. Karena itu jumlah peserta 
dipakai sebagai salah satu faktor kompetisi pengadaan publik yang mungkin 
mempengaruhi nilai pemenangan pemenang. 
Stewardship theory juga menjelaskan bahwa steward melakukan tindakan 
kolektif untuk kepentingan organisasi, yang dalam konteks pengadaan publik 
berarti stewards memastikan bahwa calon penyedia memiliki kapasitas untuk 
melaksanakan proyek. Selain itu principal juga mempertimbangkan risiko yang 
dapat membahayakan pelaksanaan proyek di kemudian hari. Beberapa syarat 
penyedia barang/jasa yang disebutkan pada Pasal 19 Perpres 54 tahun 2010 
adalah bahwa penyedia memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan 
fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa, memiliki 
Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, dan khusus untuk Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa 
Kemampuan Paket (SKP). Selain itu Pasal 20 Perpres 54 tahun 2010 mengatur 
bahwa KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan 
dilelangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan mengupayakan bahwa 
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calon penyedia dapat menunjukkan bahwa mereka dapat melaksanakan proyek 
sesuai kebutuhan principals. ULP/Pejabat Pengadaan bertugas memastikan 
bahwa penyedia memiliki kemampuan tersebut. Aset bersih peserta lelang akan 
menjadi petunjuk bagi ULP/Pejabat Pengadaan sebagai stewards untuk melihat 
kemampuan peserta dan mengupayakan bahwa proyek yang dilelangkan dapat 
memperoleh pemenang yang kompeten.  
Upaya stewards memastikan bahwa calon penyedia memiliki kapasitas 
untuk melaksanakan proyek juga terkait syarat lain penyedia barang/jasa yang 
disebutkan pada Pasal 19 Perpres 54 tahun 2010 yaitu bahwa penyedia memiliki 
alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Alamat 
yang jelas dan jarak yang dapat dijangkau akan memperlancar pelaksanaan 
proyek. ULP/Pejabat Pengadaan sebagai stewards kemudian dapat memeriksa 
keberadaan penyedia untuk menghindari adanya risiko dan wan prestasi dari 
penyedia. Asumsi dasar lain dari stewardship theory juga mendasari hal ini, yaitu 
bahwa principals akan mempertimbangkan risiko dan bahwa manajer sebagai 
stewards termotivasi sesuai dengan tujuan principals, yang dalam hal ini adalah 
kelancaran proyek. Karena itu variabel jarak peserta diambil sebagai salah satu 
faktor kompetisi pengadaan yang perlu untuk diperhatikan. 
Pada stewardship theory, stewards dipercayai oleh principals untuk 
bertindak bagi kepentingan organisasi dan dapat dipercaya. Salah satu stewards 
yang berperan pada proses pengadaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK). PPK bertugas menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) bagi 
pengadaan publik. Pada Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 dijelaskan mengenai 
penetapan harga perkiraan sendiri (HPS). Nilai total HPS bersifat terbuka dan 
tidak rahasia. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran 
termasuk rinciannya, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang 
20 
 
sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran, serta 
dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran 
yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menentukan nilai HPS berdasarkan pada 
data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang 
dilaksanakannya pengadaan. Karena PPK dipercaya sebagai stewards, maka 
PPK menetapkan HPS yang sesuai dengan harga pasar untuk menjadi dasar 
kewajaran nilai pemenangan lelang yang kompetitif demi kepentingan principals.  
Tidak hanya HPS, PPK sebagai stewards juga dipercayai untuk 
memperkirakan skedul waktu pelaksanaan kontrak secara terinci, yang kemudian 
dijadikan salah satu dasar perhitungan HPS. Skedul waktu juga menjadi dasar 
kesesuaian kebutuhan dana dengan ketersediaan pagu pada suatu tahun 
anggaran. Jenis kontrak pengadaan publik berdasarkan pembebanan tahun 
anggaran menurut Pasal 50 Perpres 54 tahun 2010 adalah kontrak tahun tunggal 
dan kontrak tahun jamak. Skedul waktu tersebut juga menjadi salah satu 
kualifikasi lelang pengadaan publik dan salah satu faktor yang mempengaruhi 
penyedia dalam memperkirakan nilai penawaran yang akan diajukan. PPK 
sebagai stewards mempertimbangkan skedul waktu pelaksanaan dengan terinci 
untuk mengupayakan kelancaran pelaksanaan proyek di kemudian hari dan 
untuk menghindari risiko adanya pekerjaan yang tidak terselesaikan atau risiko 
lain yang dapat menimbulkan kerugian principals.  
Dikarenakan sikap principals adalah mempertimbangkan risiko, 
manajemen harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat 
membuat pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa tidak dapat berjalan 
dengan lancar setelah lelang selesai dan pemenang didapatkan. Untuk 
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menghindari hal itu, manajemen mengupayakan bahwa peserta lelang bukanlah 
perusahaan yang terkait dengan pelanggaran terkait pengadaan barang/jasa.  
Karena itu manajemen memberikan syarat bahwa peserta lelang tidak termasuk 
dalam daftar hitam (black list) pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini sesuai 
dengan syarat kualifikasi penyedia yang disebutkan dalam Peraturan Presiden 
Nomor 54 tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
Pendekatan manajemen terhadap governance dengan sosiologi dan 
psikologi dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan 
hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga pertimbangan sosiologis dan 
psikologis masyarakat. Adanya syarat kualifikasi usaha kecil bagi perusahaan 
yang mendaftar sebagai peserta lelang dilakukan manajemen sebagai upaya 
untuk memberikan kesempatan bagi usaha kecil mengikuti dan memenangkan 
lelang pemerintah. Dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan 
kebutuhan pengadaan pemerintah, maka sesuai Pasal 100 ayat (3) Peraturan 
Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur bahwa pekerjaan yang kurang dari Rp. 
2.500.000.000,00, diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil, kecuali 
pekerjaan tersebut kompleks atau tidak bisa dilaksanakan oleh usaha kecil. 
2.1.2 Pengadaan Publik 
Pengadaan publik di Indonesia mencakup belanja barang dan belanja 
modal. Belanja barang tercakup dalam pengertian istilah current atau operational 
expenditure di samping belanja pegawai. Menurut Jacobs (2009) current 
expenditure adalah “purchases of assets to be consumed within one year, 
regardless of expenditure size”. Dalam konteks penganggaran negara, sebelum 
menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, belanja barang dan belanja 
pegawai dianggarkan dalam anggaran belanja rutin. Belanja barang mengacu 
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pada pengeluaran pemerintah untuk pengadaan publik yang akan digunakan 
dalam kegiatan operasional sehari-hari. 
Sementara istilah belanja modal mengacu pada capital expenditure atau 
investment/development spending yang menurut Jacobs (2009) adalah tentang 
”physical assets with a useful life of more than one year”. Dalam konteks 
penganggaran negara, sebelum menggunakan pendekatan penganggaran 
terpadu, belanja modal dianggarkan dalam anggaran belanja pembangunan. 
Belanja modal mengacu pada pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam 
bentuk aset tetap. Karena itu pengadaan publik adalah pengadaan barang/jasa 
yang dibiayai dari anggaran belanja barang dan belanja modal pemerintah. 
Penelitian ini mefokuskan diri pada belanja konstruksi yang termasuk ke dalam 
kelompok belanja modal. 
Regulasi tentang pengadaan publik di Indonesia telah mengalami 
beberapa kali penyempurnaan. Awalnya pengadaan publik merupakan bagian 
dari regulasi pelaksanaan APBN. Setelah itu, pengadaan publik mulai diatur 
sebagai subjek tersendiri. Peraturan pertama yang mengatur pengadaan publik 
sebagai subjek tersendiri terpisah dari peraturan tentang pelaksanaan APBN 
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Setelah itu kemudian diganti 
dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan yang terakhir adalah Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur pada 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, pengadaan 
barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 
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Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 
untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan perolehan barang dan jasa dimulai dari 
perencanaan, pemilihan peserta lelang, pelaksanaan pekerjaan atau penyerahan 
barang, sampai dengan pembayaran kepada peserta lelang. Semua kegiatan 
pengadaan publik harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, terbuka 
dan bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.  
Fitur utama Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengindikasikan 
peningkatan transparansi dan kompetisi pengadaan melalui penggunaan 
teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dana jasa. Peraturan 
tersebut mengatur proses pengadaan publik secara elektronik dalam format e-
tendering dan e-purchasing. Pada Kementerian Keuangan, pengadaan secara 
elektronik ini disebut sebagai e-procurement.  
Nash dan Wolanski (2010) menyatakan bahwa pelelangan kompetitif 
(competitive tendering) akan berhasil dalam hal kualitas dan harga jika dapat 
dirancang dengan baik. Hardy dan Williams (2006) menjelaskan bahwa pada 
tingkat peraturan, seluruh program reformasi pemerintah, menjadi cara bagi agen 
untuk mengupayakan penghematan ekonomi, transparansi proses pengadaan, 
dan pengembangan kemampuan e-procurement. Fokusnya terletak pada praktik 
pengadaan itu sendiri dan bukan pada teknologi. 
Hardy dan Williams (2006) juga menjelaskan bahwa e-procurement publik 
memotong pemisahan antar departemen dan melibatkan sejumlah departemen 
dan agensi seperti keuangan, administrasi pengadaan, teknologi informasi, dan 
e-government, bukan hanya satu departemen tertentu. Kondisi ini meningkatkan 
kemungkinan munculnya masalah, seperti di Italia dimana muncul masalah 
terkait penerapan peraturan regional terkait “membeli produk lokal” dengan 
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penghematan biaya dengan adanya akses ke pasar nasional untuk pengadaan 
barang dan jasa.  Karena itu Hardy dan Williams (2006) menyimpulkan bahwa 
peraturan e-procurement publik dipahami sebagai modernisasi publik, program e-
government yang lebih luas serta penerapan peraturan dan teknologi yang 
menghubungkan situasi lokal dan mentranslasikannya untuk merefleksikan 
prioritas lokal dan maknanya. Karena itu peraturan terkait e-procurement 
sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan implementasi peraturan e-
procurement pada user dan teknis yang heterogen, tetapi juga bagaimana 
tindakan dibatasi dan dimungkinkan melalui penggunaan e-procurement pada 
berbagai konteks institusional dan bagaimana peraturan tersebut dipegaruhi dan 
disesuaikan seiring dengan berjalannya waktu dan pada lokasi yang berbeda.   
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pengadaan 
secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan aturan pada 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, e-procurement Kementerian 
Keuangan menyediakan beberapa layanan yaitu e-tendering yang merupakan 
tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan 
dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem 
pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali 
penawaran dalam waktu yang telah ditentukan serta e-purchasing yang 
merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-
catalogue). Katalog elektronik atau e-catalogue adalah sistem informasi 
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu 
dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. 
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Pengadaan publik dapat dilakukan baik dengan membuat, mengerjakan 
sendiri (swakelola) atau membeli dari peserta lelang (melalui pemilihan peserta 
lelang). Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, 
pembelian barang/jasa dari peserta lelang dapat dilakukan dengan dua cara. 
Pertama dengan melalui negosiasi dimana pemerintah membeli langsung dari 
satu peserta lelang yang dipilih melalui penunjukan langsung atau pengadaan 
langsung untuk barang dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 atau 
jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00. Cara kedua adalah melalui lelang 
dimana beberapa calon peserta lelang mengajukan penawaran dan pemerintah 
memilih penawaran terendah. Pengadaan barang dengan nilai di atas Rp 
200.000.000,00 atau pengadaan jasa di atas nilai Rp. 50.000.000,00 harus 
dilakukan melalui mekanisme pelelangan.  
Pelelangan dapat dilakukan dengan tiga cara. Cara pertama adalah 
pelelangan umum yaitu metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua 
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. Cara 
kedua adalah dengan pelelangan terbatas yaitu  metode pemilihan penyedia 
barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu 
melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Cara ketiga 
adalah dengan pelelangan sederhana yaitu pemilihan penyedia barang/jasa 
lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 
Pemilihan sampel menggunakan kriteria antara lain menggunakan 
pelelangan umum, metode kualifikasi dengan pascakualifikasi, dan metode 
evaluasi dengan sistem gugur. Alur pelelangan umum dengan kriteria tersebut 
digambarkan dengan gambar 2.1. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 
Kamins, Dreze, dan Folkes (2004) melakukan penelitian tentang 
pengaruh adanya dua sinyal nilai (value signal) yaitu keberadaan harga minimum 
dan harga maksimum terhadap penawaran akhir dalam suatu proses lelang. 
Penelitian ini menemukan bahwa lelang dengan tingkat ketidakpastian tinggi 
(tidak ada sinyal harga) menyebabkan tingginya harga akhir. Penelitian ini juga 
menunjukan bahwa jumlah peserta lelang memediasi pengaruh keberadaan 
sinyal harga terhadap hasil akhir lelang. 
Ohashi (2009) melakukan sebuah penelitian pada tahun 2009 terhadap 
pekerjaan konstruksi yang dilakukan di perfektur Mie di Jepang. Di perfektur 
tersebut, pemerintah sejak bulan Juni 2002 telah memperkenalkan prosedur 
pengadaan yang lebih transparan untuk menggantikan prosedur sebelumnya 
yang bersifat diskresioner untuk pengadaan publik dengan nilai tertentu. 




































biaya pengadaan sampai dengan 8%. Dalam penelitian tersebut Ohashi juga 
mengungkapkan bahwa pengenalan praktek-praktek yang transparan saja tidak 
cukup untuk mewujudkan efisiensi dalam pengadaan publik dan mendorong 
upaya memerangi praktik-praktik konspiratif dalam pengadaan publik untuk dapat 
menikmati efisiensi. 
Amaral, Saussier, dan Billon (2012) melakukan penelitian terhadap lelang 
pengadaan layanan bus di London. Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti 
hubungan antara biaya operasional dengan jumlah peserta lelang dalam kontrak 
pelayanan bus lokal. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa jumlah peserta 
lelang yang lebih banyak, baik jumlah sesungguhnya maupun jumlah yang 
diharapkan, berhubungan dengan biaya pelayanan yang lebih rendah.  
Rudi dan Haryanto (2013) melakukan penelitian terhadap 50 tender 
pekerjaan konstruksi yang dilakukan melalui fasilitas e-tendering di Pusat 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan. 
Penelitian mereka membuktikan bahwa jumlah dan aset bersih peserta tender 
serta nilai pekerjaan berpengaruh negatif terhadap biaya konstruksi publik. 
Sementara itu, jarak peserta tender tidak berpengaruh terhadap biaya konstruksi. 
Penelitian ini juga membuktikan bahwa jumlah, jarak, dan aset bersih peserta 
tender serta nilai pekerjaan secara simultan berpengaruh terhadap biaya 
konstruksi.  
Septyan et al. (2015) melakukan penelitian terhadap pekerjaan konstruksi 
dengan mekanisme e-procurement PT. PLN (PERSERO) distribusi Jawa Tengah 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyimpulkan bahwa variabel jumlah 
pesert dan  aset bersih peserta  berpengaruh negatif terhadap penawaran 
pemenang tender. Sementara jarak peserta, nilai pekerjaan, dan kemenangan 
masa lalu peserta lelang tidak berpengaruh terhadap penawaran pemenang. 
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Penelitian ini mengadaptasi penelitian yang dilakukan oleh Ohashi (2009), 
Rudi dan Haryanto (2013) serta Septyan et al. (2015) sehingga model yang 
digunakan memiliki banyak persamaan dengan penelitian tersebut. Jika 
membandingkan hasil penelitian antara Ohashi (2009), Rudi dan Haryanto 
(2013) serta Septyan et al. (2015), maka terdapat perbedaan hasil pada 
pengaruh variabel aset bersih, jarak peserta, dan nilai pekerjaan terhadap nilai 
pemenangan lelang pada masing-masing penelitian. Kesamaan penelitian ini 
dengan penelitian terdahulu antara lain penggunaan variabel nilai pemenangan 
lelang (winning bid) yang menjadi nilai belanja pemerintah, nilai pekerjaan, serta 
jumlah dan jarak peserta lelang. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak 
menggunakan variabel kemenangan masa lalu namun menggunakan tambahan 
variabel lama waktu pengerjaan proyek sebagai pengembangan dari penelitian 
Septyan et al. (2015) dan penggunaan variabel aset bersih penyedia sebagai 
pengganti variabel tingkat utilitas yang digunakan oleh Ohashi (2009). Selain itu 
penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu syarat dari 
penyelenggara lelang untuk evaluasi pelelangan yang terdiri dari syarat tidak 
termasuk dalam daftar hitam (black list) pengadaan barang/jasa pemerintah dan 
syarat kualifikasi usaha kecil.  
Penggunaan variabel aset bersih untuk menggantikan tingkat utilisasi 
seperti pada penelitian sebelumnya lebih disebabkan alasan teknis berkaitan 
dengan masalah ketersediaan data. Data tentang tingkat utilisasi peserta lelang 
dapat dilihat pada dokumen penawaran yang diajukan oleh masing-masing 
peserta dalam setiap lelang yang diikuti. Dokumen penawaran tersebut 
disampaikan oleh penyedia kepada panitia pengadaan atau Unit Layanan 
Pengadaan (ULP). Karena akses pada dokumen penawaran dan data tersebut 
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tidak tersedia secara publik, maka penelitian ini akan menggunakan aset bersih 
untuk mengukur kapasitas keuangan setiap peserta lelang.  
2.3 Kerangka Pemikiran 
2.3.1 Belanja Pemerintah 
Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) menurut Sukirno 
(2000) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk 
mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam 
dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. 
Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah menstabilkan harga, tingkat output, 
maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Salah satu jenis pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang 
menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang 
Klasifikasi Anggaran adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset 
dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih 
dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset 
tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dengan kata lain, belanja 
pemerintah merupakan alokasi sumber daya finansial berupa anggaran untuk 
memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan 
fungsi pelayanan publik. Setelah lelang pengadaan publik selesai, maka nilai 
belanja pemerintah adalah sesuai dengan nilai pemenangan lelang yang 
diperoleh dari pengadaan publik tersebut. Dalam mengalokasikan anggarannya, 
pemerintah dituntut untuk menggunakan sumber daya yang terbatas untuk 
memperoleh barang atau jasa yang memberi dampak optimal pada peningkatan 
pelayanan publik.  
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Karena anggaran belanja pemerintah terbatas, maka efisiensi menjadi 
sangat penting agar tujuan pemerintah dapat dicapai dengan menggunakan 
dana yang terbatas tersebut. Masalah efisiensi belanja pemerintah inilah yang 
akan menjadi fokus perhatian dalam melakukan penelitian ini. Efisiensi tentu saja 
bukan satu-satunya masalah yang penting dalam pengelolaan belanja 
pemerintah. Kinerja belanja biasanya diukur dalam kaitannya dengan konsep 
value for money yang menekankan pada pengukuran aspek ekonomi, efektifitas 
dan efisiensi. Pada kompetisi lelang pengadaan publik, nilai pemenangan lelang 
yang diperoleh diharapkan merupakan nilai paling kompetitif untuk memperoleh 
output yang diinginkan dengan input (nilai belanja) seefisien mungkin.  
2.3.2 Kompetisi Pengadaan Publik 
Kompetisi pengadaan publik adalah kompetisi yang terjadi dalam suatu 
lelang pengadaan publik yang diikuti oleh beberapa peserta (bidder) yang 
mengajukan penawaran (bid). Dalam suatu lelang pengadaan publik, penawaran 
yang terendah dan mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan lelang dari 
antara semua penawaran yang masuk akan dinyatakan sebagai pemenang. Nilai 
pemenangan lelang yang didapatkan setelah lelang dilakukan kemudian menjadi 
nilai belanja pemerintah.  
Septyan et al. (2015) mengungkapkan bahwa karakteristik kompetisi 
dalam proses pengadaan dapat mempengaruhi penawaran yang diajukan oleh 
peserta tender. Kompetisi yang ketat akan membuat peserta mengajukan 
penawaran-penawaran yang agresif, sehingga penawaran yang terbaik 
diharapkan dapat memenangkan tender dan pemerintah dapat mengalokasikan 
sumber daya finansialnya secara efektif dan efisien.  Penerapan e-procurement 
pada proses pengadaan juga membantu adanya kompetisi pengadaan publik 
yang lebih transparan sehingga dapat membantu implementasi Good Corporate 
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Governance (GCG) dalam mewujudkan transparansi, kontrol, keadilan (fairness), 
efisiensi biaya, serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. 
Secara umum, kompetisi dalam suatu lelang pengadaan publik dapat 
dilihat dan dipahami dari beberapa sisi. Dalam penelitian ini, kompetisi 
pengadaan publik akan dianalisis dari delapan sisi yang berbeda. Kompetisi akan 
dianalisis berdasarkan (1) jumlah peserta lelang, (2) jarak peserta lelang, dan (3) 
aset bersih peserta lelang, (4) nilai pekerjaan yang dilelangkan, (5) lama waktu 
pengerjaan lelang, (6) syarat tidak termasuk dalam daftar hitam, serta (7) syarat 
kualifikasi usaha kecil.  
2.3.2.1 Jumlah Peserta Lelang 
Kompetisi dapat dilihat dari sisi jumlah peserta yang ikut serta dalam 
suatu lelang pengadaan publik. Jumlah peserta (kompetitor) merupakan ukuran 
utama yang menunjukan eksistensi dan intensitas kompetisi dalam suatu lelang. 
Semakin banyak peserta yang ikut serta berarti semakin kompetitif lelang 
tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah peserta yang ikut serta lelang 
tersebut semakin tidak kompetitif. 
Ketika peserta lelang berusaha memenangkan lelang dengan 
mengajukan penawaran terendah, maka upaya tersebut akan semakin besar jika 
intensitas kompetisi meningkat. Dengan kata lain, jika jumlah peserta lelang yang 
berkompetisi bertambah, maka setiap peserta akan meningkatkan usaha untuk 
menurunkan penawaran mereka pada tingkat yang terendah. Oleh karena itu 
penwaran akan lebih gencar (agressive) pada lelang yang diikuti oleh banyak 
peserta dibandingkan dengan lelang yang diikuti oleh sedikit peserta. 
Hanák dan Muchová (2015) menemukan bahwa jumlah peserta lelang 
bergantung pada jenis subyek dan struktur lelang, walaupun perbedaan jenis 
subyek lelang ini tidak mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap tingkat 
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kompetisi. Jumlah penawar tersebut kemudian mempengaruhi rasio antara harga 
yang diekpektasikan dan nilai pemenangan lelang. Karena itu disimpulkan bahwa 
otoritas kontrak tidak hanya harus mensyaratkan rentang kualifikasi yang cukup, 
namun juga mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memotivasi 
jumlah penawar yang cukup untuk berpartisipasi pada prosedur lelang untuk 
mendapatkan harga yang kompetitif.  
Bukti bahwa ada dampak positif dari tingkat kompetisi terhadap 
perbedaan antara nilai yang diekspektasikan dan nilai pemenangan lelang 
menunjukkan kubutuhan akan adanya otoritas publik untuk menggunakan 
prosedur terbuka yang melibatkan jumlah pendaftar yang cukup sebagai opsi 
utama kapan pun. Menyediakan informasi mengenai lelang dengan cukup dan 
tersedia secara publik serta secara langsung menghubungi kontraktor-kontraktor 
yang memiliki kualifikasi (berpotensi) melalui telepon untuk berpartisipasi pada 
lelang akan secara pasti memiliki efek positif pada lingkungan kompetitif. 
Walaupun demikian, ketertarikan pada tingkat kompetisi pada lelang seharusnya 
tidak menghancurkan tingkat kualifikasi yang dibutuhkan, untuk mencegah 
partisipasi dari kontraktor yang tidak bertanggung jawab.  
2.3.2.2 Jarak Peserta Lelang 
Kompetisi dalam lelang pengadaan publik juga dapat dilihat dari jarak 
peserta ke lokasi proyek. Jarak peserta menggambarkan besarnya cakupan 
geografis peserta yang mengikuti proses lelang dan karenanya mencerminkan 
tingkat kompetisi secara geografis. Jarak peserta yang jauh menunjukan bahwa 
kompetisi lelang memiliki cakupan wilayah yang luas karena melibatkan peserta 
yang lokasi geografisnya lebih jauh. Sebaliknya jika lelang diikuti oleh peserta 
yang lokasi gegrafisnya dekat berarti tingkat kompetisi lelang tersebut rendah. 
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Pada penelitian sebelumnya, Ohashi (2009) dan Bajari (2003) 
menemukan bahwa jarak merupakan salah satu penyebab timbulnya asimetri 
biaya dalam pelelangan umum dan mempengaruhi tingkat kompetisi pengadaan. 
Namun penelitian Septyan et al. (2015) yang dilakukan pada PT. PLN 
menemukan bahwa variabel jarak peserta lelang tidak berpengaruh pada tingkat 
kompetisi pengadaan publik. 
Lelang yang melibatkan peserta yang berlokasi jauh menunjukan 
cakupan kompetisi yang lebih luas, sehingga kemungkinan hal tersebut akan 
berdampak negatif pada efisiensi belanja pemerintah. Dengan lokasi yang lebih 
jauh, penyedia harus mengeluarkan biaya lebih banyak dan dapat berdampak 
pada nilai penawaran yang lebih besar karena penyedia harus menanggung 
biaya yang lebih besar untuk memindahkan peralatan dan bahan dalam 
pekerjaan konstruksi ke lokasi proyek. 
2.3.2.3 Aset Bersih Peserta Lelang 
Dari perspektif keuangan, aset bersih peserta lelang menunjukan 
kapasitas finansial setiap peserta dalam kompetisi lelang. Kompetisi lelang dapat 
melibatkan peserta yang memiliki kapasitas finansial berbeda. Aset bersih 
peserta lelang juga menunjukan ukuran bisnis peserta lelang. Ukuran bisnis 
perusahaan menunjukan tingkat efisiensi perusahaan karena suatu perusahaan 
mungkin tidak akan berkembang menjadi perusahaan besar jika perusahaan 
tersebut tidak mampu mencapai tingkat efisiensi bisnis yang tinggi. 
Karena ukuran bisnis menunjukan efisiensi, berarti perusahaan yang lebih 
besar akan memiliki komposisi biaya yang lebih kecil. Artinya perusahaan besar 
akan mampu mengajukan penawaran yang lebih rendah dalam kompetisi lelang. 
Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil akan cenderung memiliki komposisi 
biaya yang lebih besar dan karenanya akan cenderung mengajukan penawaran 
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yang lebih tinggi. Septyan et al. (2015) menyebutkan bahwa aset bersih peserta 
tender berpengaruh negatif terhadap penawaran pemenang. Peserta yang 
memiliki aset bersih yang lebih besar akan mengupayakan tingkat penawaran 
serendah mungkin untuk berkompetisi dengan peserta lainnya.  
2.3.2.4 Nilai Pekerjaan 
Kompetisi lelang pengadaan publik melibatkan proyek dengan nilai yang 
berbeda. Variabel nilai pekerjaan digunakan Rudi dan Haryanto (2013) yang 
menemukan bahwa nilai pekerjaan yang dilelang berpengaruh negatif terhadap 
biaya konstruksi. Artinya semakin besar nilai pekerjaan yang dilelang, maka 
biaya tambahan yang harus ditanggung pemerintah (dari persentase total biaya) 
akan semakin rendah. Namun penelitian Septyan et al. (2015) menemukan 
bahwa nilai pekerjaan tidak berpengaruh pada nilai pemenangan lelang. 
Perbedaan nilai pekerjaan pada kompetisi lelang kemungkinan akan 
berpengaruh terhadap hasil lelang dalam bentuk persentase keuntungan yang 
ditanggungkan penyedia pada nilai penawaran lelang. Dalam kompetisi lelang 
yang nilainya tinggi, peserta akan cenderung meminta persentase keuntungan 
yang lebih rendah karena nilai nominalnya akan lebih besar sedangkan dalam 
kompetisi lelang yang nilainya kecil peserta akan cenderung mengharapkan 
persentase keuntungan lebih besar. Peserta tender mungkin akan lebih suka 
mendapatkan keuntungan 8% dari nilai pengadaan satu milyar daripada 10% 
dari seratus juta. 
2.3.2.5 Lama Waktu Pengerjaan Proyek 
Li dan Shao (2015) pada penelitiannya menyatakan bahwa pada sektor 
publik, waktu untuk menyelesaikan suatu proyek secara signifikan 
mempengaruhi kesejahteraan dan kondisi sosial konsumer. industri konstruksi 
adalah contoh dimana waktu dan kecepatan berpengaruh. Dengan batasan 
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tahun anggaran yang ketat dan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan oleh 
instansi pemerintah, penyedia diharuskan menyelesaikan proyek sesuai dengan 
batasan waktu yang diberikan. Denda dan daftar buku hitam akan dikenakan 
bagi penyedia yang melakukan wanprestasi.  
Penyedia yang mendapatkan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan 
dalam jangka waktu yang tepat akan mengupayakan sumber daya yang andal 
tersedia pada pelaksanaan proyek. Li dan Shao (2015) juga menyebutkan bahwa 
karena suatu proyek konstruksi membutuhkan pembiayaan utang, maka 
pengurangan waktu dapat secara langsung mengurangi biaya peminjaman. 
Batasan lama waktu pengerjaan proyek sering kali menjadi suatu syarat yang 
penting bagi pelaksanaan proyek instansi pemerintah. Penyedia akan 
mempertimbangkan secara rinci jumlah biaya sumber daya yang harus 
dikeluarkan dan jumlah persentase keuntungan yang ditanggungkan pada nilai 
penawaran, yang kemudian berpengaruh pada harga penawaran peserta. Maka 
jika waktu pengerjaan pekerjaan semakin lama maka nilai belanja yang harus 
dikeluarkan pemerintah semakin besar.  
2.3.2.6 Syarat Tidak Masuk dalam Daftar Hitam (Black List) 
Spagnolo (2012) pada penelitiannya menemukan bahwa penggunaan 
mekanisme reputasi pada proses pengadaan akan meningkatkan kualitas, 
menurunkan harga, walaupun mungkin akan mengurangi jumlah pendaftar 
lelang. Namun tidak ada hubungan langsung antara reputasi dengan jumlah 
pendaftar, sehingga tidak perlu mengorbankan reputasi untuk meningkatkan 
jumlah peserta. Reputasi yang dimaksud adalah dilihat dari catatan atas peserta 
lelang. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 19 ayat (1) butir (m) 
memberikan syarat bahwa penyedia tidak masuk dalam Daftar Hitam. Daftar 
Hitam merupakan daftar perusahaan yang tidak bisa menjadi pemenang lelang 
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barang/jasa pemerintah untuk jangka waktu tertentu dikarenakan wan prestasi 
yang dilakukannya pada lelang terdahulu. Peserta yang termasuk dalam Daftar 
Hitam masih dapat mendaftar sebagai peserta lelang, namun ULP akan 
mengeluarkan peserta tersebut dari daftar peserta yang lulus evaluasi.  
Syarat tidak termasuk dalam Daftar Hitam ditujukan untuk memastikan 
bahwa penyedia yang akan terpilih adalah penyedia yang dapat menyelesaikan 
kontrak pengadaan barang/jasa dengan pemerintah tanpa masalah. Man, et al. 
(2014) menyatakan bahwa prosedur pengadaan yang dipakai pemerintah akan 
mempengaruhi jumlah penawar yang akan mendaftar. Adanya Daftar Hitam 
tentunya membatasi perusahaan-perusahaan yang dapat menjadi penyedia 
barang/jasa pemerintah, namun memitigasi risiko adanya wan prestasi kembali 
dari penyedia yang telah masuk dalam Daftar Hitam. Syarat ini dapat 
meningkatkan kepercayaan diri peserta lelang yang tidak masuk dalam Daftar 
Hitam dan memberikan pengaruh pada harga penawaran peserta lelang. 
2.3.2.7 Syarat Kualifikasi Usaha Kecil 
Nehring, et al. (2016) mengungkapkan bahwa diperlukan adanya 
Institutional Demand yaitu intervensi berbeda yang menargetkan pengadaan dari 
pengusaha kecil melalui permintaan (demand). Hal ini dilakukan karena 
pengadaan yang ditargetkan dan distribusi yang efektif akan membantu 
mendukung perbaikan kehidupan jangka panjang pada perusahaan kecil. Pasal 
100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur bahwa 
pekerjaan yang kurang dari Rp. 2.500.000.000,00, diperuntukkan bagi usaha 
mikro dan usaha kecil, kecuali pekerjaan tersebut kompleks atau tidak bisa 
dilaksanakan oleh usaha kecil. Syarat ini diberikan untuk mendukung usaha 
pemerintah mendukung perusahaan kecil. Namun Peraturan Presiden Nomor 54 
tahun 2010 pasal 19 ayat (1) butir (g) juga mensyaratkan bahwa penyedia 
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memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, 
Usaha Kecil dan koperasi kecil. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 08 tahun 2011 disebutkan bahwa kualifikasi usaha kecil adalah 
perusahaan yang memiliki kekayaan bersih antara Rp.50.000.000,00 sampai 
Rp.500.000.000,00, untuk setiap subkualifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif 
pekerjaan selama kurun waktu sepuluh tahun sekurang-kurangnya adalah 1 
milyar pada K1 oleh kualifikasi K2 dan 1, 75 milyar pada K2 oleh K3, kemampuan 
melaksanakan pekerjaan sampai dengan 2,5 milyar rupiah, dan batasan nilai 
satu pekerjaan adalah maksimum 2,5 milyar. 
Li, et al (2015) mengungkapkan bahwa mandat “buy America” sebagai 
slogan pemerintah mempengaruhi investasi kapital yang dilakukan oleh 
pemerintah. Dalam hal ini, usaha untuk mendukung usaha kecil dan menengah 
dari pemerintah mempengaruhi peruntukan lelang yang dikualifikasikan pada 
usaha kecil. Baldi, et al. (2016) menemukan bahwa proyek yang kompleks 
diasosiasikan dengan eksekusi yang membutuhkan waktu lebih lama, rabat yang 
lebih luas, dan probabilitas untuk diberikan kepada perusahaan lokal. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah berbagai negara menerapkan beberapa 
kualifikasi untuk pengadaan tertentu. Di Indonesia, salah satu usaha yang 
diupayakan pemerintah adalah mendukung usaha kecil dan menengah sehingga 
pengelompokan jenis usaha ini dapat mempengaruhi tingkat harga yang 
diberikan peserta. Dengan pengelompokan usaha, kesempatan yang besar 
diberikan bagi usaha kecil untuk berpartisipasi dan memberikan penawaran 
paling kompetitif untuk kompetisi dengan usaha kecil lainnya.  
Untuk menganalisis pengaruh berbagai aspek kompetisi terhadap belanja 
pemerintah, kerangka pemikiran penelitian ini dirumuskan seperti tampak pada 
gambar 2.2 berikut ini. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat disusun kerangka 
penelitian seperti tampak pada gambar 2.3 di bawah ini. 








2.4  Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Jumlah Peserta Lelang 
Salah satu asumsi dasar stewardship theory menurut Podrug (2011)  
adalah bahwa sikap pemilik adalah mempertimbangkan risiko. Risiko pada 
konteks pengadaan publik adalah kemungkinan pengadaan yang tidak 
kompetitif. Sesuai Perpres 54 tahun 2010 adalah apabila jumlah peserta yang 
lulus kualifikasi dan/atau yang memasukkan dokumen kurang dari 3 peserta, 
maka harus dilakukan lelang ulang.  
Faktor Kompetisi Pengadaan Publik 
1. Jumlah Peserta Lelang 
2. Jarak Peserta Lelang 
3. Aset Bersih Peserta Lelang 
4. Nilai Pekerjaan (HPS) 
5. Lama Waktu Pengerjaan 
6. Tidak Masuk Daftar Hitam 
7. Kualifikasi Usaha Kecil 




















Ketika pekerjaan konstruksi dilelangkan dalam suatu proses lelang yang 
kompetitif (competitive tendering), peningkatan jumlah peserta akan 
menghasilkan penawaran yang lebih agresif. Menurut Athias (2007), peningkatan 
jumlah peserta lelang (bidder) akan mendorong penawaran yang lebih agresif, 
sehingga sampai batas tertentu, ketika jumlah peserta lelang cukup banyak, 
maka lelang mendekati hasil yang efisien. Jika jumlah kompetitor bertambah dan 
kompetisi meningkat, maka setiap peserta akan meningkatkan upaya untuk 
memenangkan lelang dengan cara menurunkan penawarannya.  
Peningkatan jumlah peserta lelang terhadap penawaran pemenang 
disebut berpengaruh negatif jika setiap peningkatan jumlah peserta lelang akan 
mengakibatkan penurunan penawaran pemenang. Sebaliknya setiap penurunan 
jumlah peserta lelang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan penawaran 
pemenang. Implikasinya pada upaya peningkatan efisiensi belanja pemerintah 
adalah pentingnya mengembangkan praktik pengadaan publik yang mendorong 
peningkatan partisipasi masyarakat, baik badan usaha maupun perorangan. 
Dengan kata lain, peningkatan jumlah peserta akan menurunkan penawaran 
pemenang. Oleh karena itu, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut. 
H1: Jumlah peserta lelang berpengaruh negatif terhadap nilai 
pemenangan lelang pengadaan sektor publik 
2.4.2 Pengaruh Jarak Peserta Lelang 
Stewardship theory juga menjelaskan asumsi dasar (Podrug, 2011) 
bahwa steward melakukan tindakan kolektif untuk kepentingan organisasi, yang 
dalam konteks pengadaan publik berarti stewards memastikan bahwa calon 
penyedia memiliki kapasitas untuk melaksanakan proyek. Salah satu upaya 
stewards memastikan bahwa calon penyedia memiliki kapasitas untuk 
melaksanakan proyek terkait syarat penyedia barang/jasa yang disebutkan pada 
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Pasal 19 Perpres 54 tahun 2010 yaitu bahwa penyedia memiliki alamat tetap dan 
jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. 
Dalam kompetisi lelang, terdapat asimetri biaya antar peserta lelang. 
Perbedaan tersebut anatara lain timbul akibat lokasi peserta lelang (Bajari, 
2003). Peserta yang jaraknya lebih jauh dari lokasi proyek akan meningkatkan 
nilai penawarannya dengan asumsi bahwa mereka tidak memiliki tempat 
penyimpanan peralatan di dekat lokasi dan mengeluarkan biaya lebih besar 
untuk mengangkut peralatan ke lokasi proyek.  
Semakin jauh jarak peserta lelang ke lokasi proyek, maka akan semakin 
tinggi harga yang ditanggung pemerintah karena nilai penawaran pemenang 
akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin dekat jarak peserta lelang ke lokasi 
proyek, maka harga yang ditanggung pemerintah akan semakin rendah seiring 
dengan penurunan nilai penawaran pemenang. Dari sudut pandang ini, upaya 
untuk menarik minat peserta dari luar daerah untuk ikut serta dalam proses 
lelang di daerah lain akan meningkatkan belanja pemerintah. Oleh karena itu, 
hipotesis kedua penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 
H2: Jarak peserta lelang berpengaruh positif terhadap nilai pemenangan 
lelang pengadaan sektor publik 
2.4.3 Pengaruh Aset Bersih Peserta Lelang 
Asumsi dasar stewardship theory (Podrug, 2011) menjelaskan bahwa 
steward melakukan tindakan kolektif untuk kepentingan organisasi. Upaya 
stewards memastikan bahwa calon penyedia memiliki kapasitas untuk 
melaksanakan proyek terkait syarat lain pada Pasal 19 Perpres 54 tahun 2010 
yang mensyaratkan penyedia memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan 
dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa, memiliki 
Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, dan khusus untuk Pengadaan 
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Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa 
Kemampuan Paket (SKP). Aset bersih peserta lelang akan menjadi petunjuk bagi 
ULP/Pejabat Pengadaan sebagai stewards untuk melihat kemampuan peserta 
dan mengupayakan bahwa proyek yang dilelangkan dapat memperoleh 
pemenang yang kompeten. 
Selain oleh faktor lokasi, perbedaan biaya antar peserta lelang juga dapat 
diakibatkan oleh batasan kemampuan finansial (financial capability constraint) 
peserta lelang (Rudi dan Haryanto, 2013). Peserta lelang dengan aset bersih 
yang kecil mungkin akan menggunakan pembiayaan jangka pendek dari pihak 
luar untuk mendanai proyek. Karena pembiayaan pihak ketiga meningkatkan 
biaya modal yang harus ditanggung, maka peserta lelang akan mengajukan 
penawaran lebih untuk menutupinya. Sementara itu peserta dengan aset bersih 
yang besar dapat mengajukan penawaran yang lebih rendah karena tidak harus 
menanggung biaya modal tambahan.  
Berdasarkan pemahaman tersebut, semakin besar aset bersih peserta 
lelang maka harga yang harus ditanggung pemerintah akan semakin rendah 
karena nilai penawaran akan semakin rendah. Sebaliknya semakin kecil aset 
bersih peserta lelang, maka harga yang harus ditanggung pemerintah akan 
semakin tinggi seiring dengan peningkatan nilai penawaran. Dari sudut pandang 
ini, keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam lelang pekerjaan 
konstruksi membawa dampak positif bagi efisiensi belanja pemerintah. Oleh 
karena itu, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut. 
H3 : Aset bersih peserta lelang berpengaruh negatif terhadap nilai 





2.4.4 Pengaruh Nilai Pekerjaan 
Pada stewardship theory, stewards dipercayai oleh principals untuk 
bertindak bagi kepentingan organisasi dan dapat dipercaya (Podrug, 2011). 
Salah satu stewards yang berperan pada proses pengadaan adalah Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK). PPK bertugas menetapkan harga perkiraan sendiri 
(HPS) bagi pengadaan publik. Pada Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 dijelaskan 
mengenai penetapan harga perkiraan sendiri (HPS). PPK menentukan nilai HPS 
berdasarkan data harga pasar setempat dari hasil survei menjelang 
dilaksanakannya pengadaan. Karena PPK dipercaya sebagai stewards, maka 
PPK menetapkan HPS yang sesuai dengan harga pasar untuk menjadi dasar 
kewajaran nilai pemenangan lelang yang kompetitif demi kepentingan principals. 
Pada proyek bernilai kecil, peserta lelang mungkin mengharapkan tingkat 
margin yang lebih besar karena nominal proyeknya kecil. Sebaliknya, pada 
proyek yang lebih besar, peserta lelang mungkin akan merasa puas dengan 
tingkat keuntungan yang lebih kecil karena nominalnya lebih besar (Rudi dan 
Haryanto, 2013). Peserta lelang mungkin akan lebih suka mendapatkan 8% dari 
1 milyar dari pada 10% dari 100 juta. Nilai pekerjaan dapat berperan sebagai 
sinyal harga kepada calon peserta lelang. Sinyal tersebut membuat informasi 
tentang nilai suatu proyek menjadi lebih pasti sehingga peserta lelang memiliki 
informasi biaya yang relevan dengan proyek. Penelitian sebelumnya menunjukan 
bahwa ketika nilai dari suatu barang tidak pasti, nilai penawaran akhir akan lebih 
tinggi dari pada jika nilainya lebih pasti (Kamins, Dreze dan Folkes, 2004).  
Berdasarkan pemahaman tersebut berarti semakin besar nilai pekerjaan 
yang dilelangkan, maka harga yang harus ditanggung pemerintah akan semakin 
rendah karena nilai penawaran akan semakin rendah. Sebaliknya semakin kecil 
nilai pekerjaan yang dilelangkan, maka harga yang harus ditanggung pemerintah 
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akan semakin tinggi seiring dengan peningkatan nilai penawaran. Berdasarkan 
sudut pandang ini, maka akan lebih efisien bagi pemerintah untuk melakukan 
pekerjaan konstruksi dengan nilai yang lebih besar. Maka, hipotesis keempat 
dirumuskan sebagai berikut. 
H4: Nilai pekerjaan yang dilelangkan berpengaruh negatif terhadap nilai 
pemenangan lelang pengadaan sektor publik  
2.4.5 Pengaruh Lama Waktu Pekerjaan 
Kepercayaan principals kepada stewards untuk bertindak bagi 
kepentingan organisasi dan dapat dipercaya (Podrug, 2011) membuat PPK 
sebagai stewards juga dipercayai untuk memperkirakan skedul waktu 
pelaksanaan kontrak secara terinci, untuk mejadi salah satu dasar perhitungan 
HPS. Skedul waktu tersebut juga menjadi kualifikasi lelang pengadaan publik 
dan faktor yang mempengaruhi penyedia dalam memperkirakan nilai penawaran 
yang akan diajukan. PPK sebagai stewards mempertimbangkan skedul waktu 
pelaksanaan dengan terinci untuk mengupayakan kelancaran proyek dan untuk 
menghindari risiko pekerjaan tidak selesai yang dapat merugikan principals. 
Lama waktu pekerjaan menjadi salah satu sinyal untuk memperhitungkan 
harga. Bajari (2003) menyebutkan bahwa peserta dalam suatu lelang dapat 
bersifat asimetris, artinya biaya antar peserta tender bias berbeda sesuai dengan 
pertimbangan yang dipakai. Li dan Shao (2015) menyebutkan bahwa industri 
konstruksi adalah contoh dimana waktu dan kecepatan adalah berpengaruh. 
Karena suatu proyek konstruksi membutuhkan pembiayaan utang, maka 
pengurangan waktu dapat secara langsung mengurangi biaya peminjaman.  
Proyek pemerintah bisa diadakan untuk jangka waktu pekerjaan yang 
lama, bahkan dapat berjalan multi tahun. Kemampuan perusahaan menjalankan 
kegiatan dengan tepat waktu menjadi salah satu syarat yang ditekankan pada 
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kontrak pengadaan pemerintah. Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk 
memastikan proyek dapat berjalan sepanjang periode pekerjaan dan dapat 
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka penyedia akan mengupayakan 
sumber daya yang cukup. Semakin lama waktu pengerjaan proyek maka akan 
semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia. Pertimbangan 
tersebut memungkinkan penyedia menaikkan harga penawaran dan berarti akan 
meningkatkan jumlah biaya pengerjaan dan belanja pemerintah. Berdasarkan 
pemahaman tersebut dapat dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut. 
H5: Lama waktu pengerjaan proyek berpengaruh positif terhadap nilai 
pemenangan lelang pengadaan sektor publik  
2.4.6 Pengaruh Syarat Tidak Masuk dalam Daftar Hitam (Black List) 
Sikap pemilik yang mempertimbangkan risiko pada stewardship theory 
(Podrug, 2011) membuat manajemen harus mempertimbangkan kemungkinan-
kemungkinan yang dapat membuat pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa 
tidak dapat berjalan dengan lancar setelah lelang selesai dan pemenang 
didapatkan. Karena itu manajemen memberikan syarat bahwa peserta lelang  
tidak termasuk dalam Daftar Hitam (black list) pengadaan barang/jasa 
pemerintah. Hal ini sesuai dengan syarat kualifikasi penyedia yang disebutkan 
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. 
Spagnolo (2012) mengungkapkan bahwa penggunaan informasi 
mengenai kinerja masa lalu perusahaan perlu dilakukan, khususnya untuk 
memberikan pertimbangan pemilihan penyedia. Mekanisme reputasi yang 
dilakukan pada lelang dapat meningkatkan kualitas, menurunkan biaya, dan 
menurunkan jumlah pendaftar. Daftar Hitam tentunya membatasi perusahaan 
yang dapat menjadi penyedia, namun syarat ini memitigasi risiko adanya wan 
prestasi kembali dari penyedia yang telah masuk dalam Daftar Hitam.  
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Syarat tidak termasuk dalam Daftar Hitam dapat meningkatkan 
kepercayaan diri peserta lelang yang tidak termasuk dalam Daftar Hitam dan 
memberikan pengaruh pada harga penawaran peserta lelang. Hal ini 
dikarenakan peserta tersebut tidak memiliki catatan masalah terkait pengadaan 
barang/jasa pemerintah dan menjadi keunggulan bagi peserta tersebut sehingga 
dapat menjadi alasan untuk meningkatkan nilai penawaran yang diberikan. 
Berdasarkan pemahaman tersebut dirumuskan hipotesis ketujuh. 
H6: Syarat tidak masuk dalam Daftar Hitam bagi peserta lelang 
berpengaruh positif terhadap nilai pemenangan lelang pengadaan 
sektor publik. 
2.4.7 Pengaruh Kualifikasi Usaha Kecil  
Pendekatan manajemen terhadap governance dengan sosiologi dan 
psikologi pada stewardship theory (Podrug, 2011) dilakukan dengan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi 
juga pertimbangan sosiologis dan psikologis masyarakat. Adanya syarat 
kualifikasi usaha kecil bagi perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang 
dilakukan manajemen sebagai upaya untuk memberikan kesempatan bagi usaha 
kecil mengikuti dan memenangkan lelang pemerintah. Syarat ini juga diberikan 
untuk mendukung usaha pemerintah mendukung perusahaan kecil.  
Li, et al (2015) mengungkapkan bahwa mandat “buy America” 
mempengaruhi investasi kapital yang dilakukan oleh pemerintah. Usaha untuk 
mendukung usaha kecil dan menengah dari pemerintah mempengaruhi 
peruntukan lelang yang dikualifikasikan pada usaha kecil. Nehring (2016) 
mengungkapkan perlunya intervensi pasar untuk pengusaha kecil dari 
pemerintah dengan melakukan Institutional Demand pada pengadaan publik. 
Intervensi ini mendukung perbaikan jangka panjang pada perusahaan kecil.  
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Di Indonesia, salah satu usaha pemerintah untuk mendukung usaha kecil 
dan menengah adalah memberikan syarat kualifikasi usaha kecil pada 
pengadaan pemerintah. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan kecil 
untuk berpartisipasi dan menghilangkan pengaruh perusahaan non kecil dalam 
evaluasi pengadaan. Dengan syarat yang tidak menyulitkan perusahaan kecil, 
syarat kualifikasi usaha kecil dapat meningkatkan kompetisi antar usaha kecil 
sehingga dapat menurunkan nilai penawaran yang disampaikan peserta untuk 
memenangkan kompetisi. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dirumuskan 
hipotesis kedelapan sebagai berikut. 
H7: Syarat kualifikasi usaha kecil berpengaruh negatif terhadap nilai 
pemenangan lelang pengadaan sektor publik. 
2.4.8 Pengaruh Simultan Jumlah, Jarak, Aset Bersih Peserta Lelang, Nilai 
Pekerjaan, Lama Waktu Pekerjaan, Tidak Masuk Daftar Hitam, dan 
Kualifikasi Usaha Kecil 
Disamping memiliki pengaruh secara individual, jumlah, jarak dan aset 
bersih peserta lelang, nilai pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, tidak masuk daftar 
hitam, dan kualifikasi usaha kecil berpengaruh secara simultan terhadap harga 
penawaran pemenang. Artinya kedelapan variabel tersebut secara bersama-
sama mempengaruhi harga penawaran pemenang. Berdasarkan hal tersebut, 
hipotesis simultan dirumuskan sebagai berikut. 
H8: Jumlah peserta, jarak peserta, aset bersih peserta, nilai pekerjaan 
lama waktu pekerjaan yang dilelangkan, syarat tidak masuk Daftar 
Hitam, serta syarat kualifikasi usaha kecil berpengaruh secara 





3.1 Rancangan Penelitian  
Proses penelitian ini dimulai dari tinjauan pustaka atas literatur-literatur 
yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetisi pengadaan 
publik. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pemilihan sampel, pengolahan 
data, analisis hasil pengolahan data dan sampai pada pembuatan kesimpulan. 
Analisis akan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear. Pemilihan 
metode analisis regresi linear didasarkan pada tujuan penelitian ini, yaitu untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen (jumlah peserta lelang, jarak peserta 
lelang, aset bersih peserta lelang, nilai pekerjaan, dan lama waktu pekerjaan) 
terhadap variabel dependen (nilai penawaran pemenang). Disamping itu, juga 
digunakan beberapa variabel kontrol yang mempengaruhi variabel dependen 
yaitu syarat tidak termasuk dalam daftar hitam dan syarat kualifikasi usaha kecil. 
Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel terukur 
berskala rasio (metrik) sehingga dapat diuji dengan analisis regresi linear.  
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan di Makassar dengan 
mengakses web Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE) atas 
lelang yang dilakukan Kementerian Keuangan pada periode waktu mulai Januari 
sampai dengan Desember 2015. Penelitian dilakukan pada Oktober 2016. 
3.3 Populasi dan Sampel  
Populasi penelitian ini adalah sekitar 150 lelang pekerjaan konstruksi 
yang dilelangkan secara elektronik melalui fasilitas e-procurement pada Pusat 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan pada 
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tahun 2015. Pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, tetapi sampel dipilih 
dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan penelitian (purpossive 
sampling) dan kriteria yang ditetapkan. Adapun sampel yang dipilih dari jumlah 
populasi tersebut dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 pekerjaan lelang 
khusus Kementerian Keuangan dengan nilai pekerjaan di atas 1 miliar yang 
memenuhi kriteria antara lain menggunakan pelelangan umum, metode 
kualifikasi dengan pasca kualifikasi, metode evaluasi dengan sistem gugur, serta 
memberikan syarat tidak masuk dalam Daftar Hitam dan kualifikasi usaha kecil. 
Pengambilan data dengan menggunakan kriteria tersebut (purpossive 
sampling) dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, berbagai metode 
pengadaan, kualifikasi, dan evaluasi yang digunakan dalam proses pengadaan 
publik memiliki karakteristik unik. Pelelangan umum dan pelelangan sederhana 
misalnya, keputusan mengenai siapa yang ikut serta dalam pelelangan berbeda 
pada kedua metode pengadaan tersebut dimana dalam pelelangan sederhana 
peserta yang ikut serta dalam pelelangan telah ditentukan terlebih dahulu dan 
dimuat dalam pengumuman/undangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dirasa 
akan lebih kuat jika hanya dilakukan terhadap pelelangan yang serupa. Kedua, 
lelang pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode yang dipakai pada 
kriteria tersebut merupakan proses lelang yang paling banyak dilakukan.  
3.4 Jenis dan Sumber Data  
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
tentang 36 pekerjaan lelang dengan nilai pekerjaan di atas 1 miliar yang 
dilelangkan melalui Pusat LPSE Kementerian Keuangan pada tahun 2015. Data 
akan dikumpulkan melalui penelitian di website unit kerja yang bersangkutan, 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), LPSE 
Kementerian Keuangan, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). 
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Data tersebut berisi data tentang proyek-proyek pekerjaan konstruksi tahun 2015 
yang mencakup data tentang jumlah, jarak, aset bersih peserta lelang, HPS, 
lama waktu pekerjaan, penyedia yang masuk dalam Daftar Hitam, kualifikasi 
usaha peserta lelang, dan nilai pemenangan lelang. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
mengambil data sekunder dari web e-procurement Pusat Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  
3.6.1 Variabel Penelitian  
Variabel yang digunakan pada penelitian ini dijelaskan pada tabel 3.1. 
Tabel 3.1 Variabel Penelitian 




Dependen Rasio nilai pemenangan 






Independen Jumlah penawaran yang 





Independen Total jarak seluruh  peserta 
dibagi jumlah peserta 





Independen Total aset bersih seluruh 
peserta dibagi jumlah  
peserta (dalam milyar) 
Metrik 
 
Nilai pekerjaan Independen Nilai HPS (dalam milyar) Metrik 
Lama waktu 
pekerjaan 
Independen Syarat lama waktu 





Kontrol Jumlah peserta yang tidak 
masuk Daftar Hitam dibagi 




Kontrrol Jumlah peserta dengan 
kualifikasi usaha kecil 




3.6.2 Definisi Operasional Variabel  
3.6.2.1 Nilai Pemenangan Lelang 
Variabel nilai pemenangan lelang adalah nilai yang harus dibayarkan oleh 
pemerintah kepada peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang 
untuk melaksanakan pekerjaan pada kontrak.  Ohashi (2009), Rudi dan Haryanto 
(2013), serta Septyan et al. (2015) menggunakan variabel ini untuk mewakili 
belanja pemerintah dalam konteks pengadaan publik sehingga dijadikan variabel 
dependen dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan untuk mengukur 
variabel ini adalah nilai pemenangan lelang yang merupakan rasio dari nilai 
pemenangan lelang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Variabel ini diukur 
dengan membagi nilai penawaran pemenang dengan HPS. 
3.6.2.2 Jumlah Peserta Lelang 
Hanák dan Muchová (2015) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa 
jumlah penawar mempengaruhi rasio antara harga yang diekpektasikan dan nilai 
pemenangan lelang. Ohashi (2009), Rudi dan Haryanto (2013), serta Septyan et 
al. (2015) juga menggunakan jumlah peserta tender sebagai salah satu faktor 
kompetisi pengadaan publik. Variabel jumlah peserta lelang menunjukan jumlah 
peserta yang ikut serta dalam proses lelang pekerjaan konstruksi. Variabel ini 
merupakan indikator utama untuk menggambarkan kompetisi dalam suatu 
proses lelang. Variabel ini merupakan variabel independen dalam penelitian ini. 
Nilai variabel ini ditentukan berdasarkan jumlah peserta, baik badan usaha 
maupun perorangan, yang mendaftar dan mengajukan penawaran pada masing-
masing lelang. Variabel ini merupakan variabel utama untuk mengukur kompetisi, 





3.6.2.3 Jarak Peserta Lelang 
Ohashi (2009), Rudi dan Haryanto (2013), serta Septyan et al. (2015) 
menggunakan jarak peserta tender sebagai salah satu faktor kompetisi 
pengadaan publik. Variabel jarak peserta lelang menunjukan jarak rata-rata 
kantor peserta yang ikut serta dalam proses ke lokasi pekerjaan konstruksi. 
Variabel ini dan variabel aset bersih peserta lelang yang akan dijelaskan 
selanjutnya digunakan untuk menggambarkan asimetri antar peserta lelang. 
Variabel jarak peserta lelang menggambarkan perbedaan (asimetri) antar 
peserta dalam dalam hal lokasi. Variabel ini merupakan variabel independen 
dalam penelitian ini. Nilai variabel ini ditentukan berdasarkan jarak rata-rata 
peserta lelang, yaitu dengan menjumlahkan jarak seluruh peserta dan kemudian 
dibagi dengan jumlah seluruh peserta yang ikut serta. 
3.6.2.4 Aset Bersih Peserta Lelang 
Rudi dan Haryanto (2013), serta Septyan et al. (2015) menggunakan aset 
bersih peserta tender sebagai salah satu faktor kompetisi pengadaan publik. 
Ohashi (2009) menggunakan variabel tingkat utilisasi perusahaan. Variabel aset 
bersih peserta lelang menunjukan aset bersih rata-rata dari semua peserta yang 
ikut serta dalam proses lelang pekerjaan konstruksi. Variabel aset bersih peserta 
lelang digunakan untuk menggambarkan perbedaan (asimetri) antar peserta 
dalam hal kapasitas finansial. Variabel ini merupakan variabel independen dalam 
penelitian ini. Nilai variabel ini dihitung dengan menjumlahkan nilai aset bersih 
semua peserta lelang dan membaginya dengan jumlah peserta lelang. Nilai aset 
bersih setiap peserta lelang ditentukan berdasarkan nilai aset bersih yang 
tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga 




3.6.2.5 Nilai Pekerjaan 
Rudi dan Haryanto (2013), serta Septyan et al. (2015) menggunakan nilai 
pekerjaan sebagai salah satu faktor kompetisi pengadaan publik. Variabel nilai 
pekerjaan menunjukan nilai pekerjaan konstruksi yang dilelangkan. Variabel ini 
menggambarkan perbedaan dalam hal ukuran pekerjaan dalam setiap lelang. 
Variabel ini merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Indikator yang 
digunakan untuk mengukur variabel ini adalah nilai Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS) atau Owner Estimate (OE). HPS/OE adalah perkiraan nilai pekerjaan 
konstruksi yang dibuat oleh pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP). 
Maka nilai variabel ini adalah nilai HPS/OE. 
3.6.2.6 Lama Waktu Pekerjaan 
Variabel lama waktu pekerjaan menunjukkan syarat lama waktu 
pekerjaan yang diminta oleh instansi publik terhadap penyedia. Variabel ini 
merupakan variabel baru yang dipakai pada penelitian ini sebagai 
pengembangan dari variabel yang dipakai pada penelitian sebelumnya. Variabel 
ini menggambarkan perbedaan estimasi tingkat kesulitan penyelesaian 
pekerjaan pada setiap lelang yang ditunjukkan pada jumlah waktu yang 
dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan kontrak. Variabel ini merupakan 
variabel independen dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan adalah 
jangka waktu yang disyaratkan pada dokumen pengadaan dan kontrak setelah 
pemenang diperoleh. Maka nilai variabel ini adalah jangka waktu pekerjaan. 
3.6.2.7 Syarat Tidak Masuk Daftar Hitam 
Menurut Spagnolo (2012), reputasi adalah variabel penting dalam 
pengadaan publik. Variabel syarat tidak masuk Daftar Hitam adalah salah satu 
syarat pengadaan barang/jasa pemerintah. Syarat ini menunjukkan reputasi 
peserta dan untuk memitigasi risiko gangguan pada pelaksanaan kontrak setelah 
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lelang selesai. Variabel ini menjadi variabel kontrol pada penelitian. Indikator 
yang digunakan adalah jumlah peserta lelang yang tidak masuk Daftar Hitam 
pengadaan barang/jasa pemerintah dibagi jumlah  peserta lelang.  
3.6.2.8 Syarat Kualifikasi Usaha Kecil 
Nehring (2016) meneliti dukungan pada perusahaan kecil sebagai salah 
satu kunci penting bagi pengadaan publik. Variabel kualifikasi usaha kecil bagi 
peserta lelang adalah salah satu syarat pengadaan barang/jasa pada sampel 
yang akan diambil pada penelitian. Syarat ini diberikan untuk memastikan bahwa 
pemenang lelang adalah perusahaan kecil, namun tetap memiliki kualifikasi dan 
kemampuan teknis yang sesuai kebutuhan. Variabel ini menjadi variabel kontrol 
pada penelitian. Indikator yang digunakan adalah jumlah perusahaan yang 
memiliki kualifikasi usaha kecil dibagi dengan jumlah peserta lelang.  
3.7 Model Penelitian 
Permasalahan dalam penelitian ini merupakan permasalahan asosiatif 
karena bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan antar 
variabel dalam penelitian ini merupakan hubungan kausal, sehingga terdapat 
variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Dari variabel tersebut selanjutnya 
dicari seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
(Sugiono, 2008). 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara jumlah 
peserta, jarak peserta, aset bersih peserta, nilai pekerjaan, dan lama waktu 
pekerjaan sebagai variabel X beserta syarat tidak masuk Daftar Hitam dan 
kualifikasi perusahaan kecil sebagai variabel kontrol terhadap nilai pemenangan 
lelang sebagai variabel Y. Model penelitian terhadap variabel bebas (X) dan 
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3.8 Analisis Data  
3.8.1 Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One Sample 
Kolmogorov Smirnov Test. Bila nilai One Sample Kolmogorov Smirnov Test lebih 
besar dari tingkat signifikan yang digunakan (< 0,05), maka distribusi data 
menyebar dengan normal dan sebaliknya. 
3.8.2 Uji Multikolinieritas  
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 
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seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel bebas (Gujarati, 1978). Apabila 
nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10 maka dapat disimpulkan tidak ada 
multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.  
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas berutujuan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Gujarati, 1978). Metode glejser dilakukan dengan 
meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika 
terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residual 
maka p terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi lebih besar 
dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.  
3.8.4 Uji Autokorelasi 
Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi linear terdapat korelasi antar residual pada periode t dengan 
kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat 
masalah autokorelasi. Masalah ini timbul karena kesalahan pengganggu 
(residual) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi 
yang baik adalah regresi yang bebas dari problem autokorelasi (Ghozali, 2009).  
Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) untuk 
mendeteksi masalah autokorelasi. Menurut Ghozali (2009) apabila nilai DW 
terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien 
autokorelasi sama dengan nol, yang berarti tidak ada masalah autokorelasi.  
3.8.5 Analisis Regresi Berganda  
Teknis analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh 
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gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Pemilihan metode analisis regresi linear didasarkan pada tujuan penelitian ini, 
yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen (jumlah peserta lelang, 
jarak peserta lelang, aset bersih peserta lelang, nilai pekerjaan, dan lama waktu 
pekerjaan) dan variabel kontrol (syarat tidak masuk Daftar Hitam dan kualifikasi 
perusahaan kecil) terhadap variabel dependen (nilai pemenangan lelang). 
Disamping itu, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
variabel terukur berskala rasio (metrik) sehingga memungkinkan penggunaan 
analisis regresi linear. Analysis of Varians (ANOVA) digunakan untuk 
menganalisis pengaruh simultan semua variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dalam penelitian ini model persamaan regresi yang digunakan adalah 
sebagai berikut. 
γNilaiPemenangan Lelang = α + βJumlah + βAsetBersih + βJarak + 
βNilaiPekerjaan + βLamaWaktuPekerjaan + βTidakMasukDaftarHitam + 
βKualifikasiUsahaKecil + ε 
 
3.8.6 Uji Koefisien Determinasi (R2)  
Jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Jika nilai koefisien determinasi 
semakin mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, dan begitu 
sebaliknya. Nilai α=0,05 (Suliyanto, 2011).  
3.8.7 Pengujian Hipotesis  
3.8.7.1 Uji T  
Uji T bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 
variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. 
Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel coefficients. Jika nilai 
signifikan atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh 
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signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, 
jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh 
signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk 
menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 
parsial digunakan Uji T.  
3.8.7.2 Uji F  
Uji F digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-sama 
mempunyai berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Atau untuk 
mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel 
terikat atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk 
populasi. Tingkat signifikansi menggunakan α=5% atau 0,05 (Priyatno, 2008). 
Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig, jika probabilitas < 0,05, 
maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 
variabel bebas terhadap variabel terikat dan model regresi bisa dipakai untuk 
memprediksi variabel terikat. Atau jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas 




5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor 
kompetisi pengadaan publik dengan e-procurement terhadap belanja pemerintah 
di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan menggunakan populasi 55 lelang 
pekerjaan konstruksi Kementerian Keuangan tahun 2015 dan sampel 36 lelang 
pekerjaan konstruksi, dilakukan pengujian dengan model regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian penelitian yang telah dijelaskan pada 
pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
a. Jumlah peserta yang ikut serta dalam lelang berpengaruh negatif terhadap 
nilai pemenangan lelang pengadaan sektor publik. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan teori stewardship yang menyatakan bahwa sikap pemilik 
mempertimbangkan risiko (Podrug, 2011) yaitu bahwa manajemen sebagai 
steward menghindari risiko tidak terpenuhinya batas minimum jumlah 
peserta dan nilai pemenangan lelang yang tinggi. Terpenuhinya batas 
minimum peserta dan jumlah nilai pemenangan lelang yang semakin rendah 
adalah motivasi pimpinan yang sejalan dengan tujuan principals. 
b. Jarak peserta yang ikut serta dalam lelang berpengaruh positif terhadap nilai 
pemenangan lelang pengadaan sektor publik. Hasil penelitian ini mendukung 
teori stewardship dimana steward melakukan tindakan kolektif untuk 
kepentingan organisasi dan principal mempertimbangkan risiko (Podrug, 
2011). Walaupun jarak peserta meningkatkan nilai pemenangan lelang, 
namun demi keberhasilan pengadaan maka ULP tetap mempertimbangkan 
penawaran dari peserta dengan jarak yang jauh.  
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c. Aset bersih peserta lelang tidak berpengaruh terhadap nilai pemenangan 
lelang pengadaan sektor publik. Hasil ini terjadi karena peserta dengan aset 
bersih tinggi tidak memberi penawaran rendah. ULP memilih tidak menilai 
kemampuan finansial peserta dari aset bersih tetapi dari kualifikasi usaha 
dan pernyataan tidak pailit. Hasil ini terkait dengan teori stewardship yang 
mengasumsikan bahwa manajemen bertindak sebagai stewards yaitu 
penerima amanah (Podrug, 2011). Dengan amanah untuk mendapatkan nilai 
pemenangan lelang paling kompetitif, ULP sebagai stewards tidak memilih 
berdasarkan aset bersih peserta tetapi lebih mempertimbangkan kesesuaian 
dokumen penawaran dengan kebutuhan pengadaan. 
d. Nilai pekerjaan (HPS) yang dilelangkan tidak berpengaruh terhadap nilai 
pemenangan lelang pengadaan sektor publik. Hasil ini dikarenakan nilai HPS 
yang dibuat PPK telah memasukkan persentase keuntungan yang diinginkan 
peserta berdasarkan lelang sebelumnya sehingga nilai pemenangan lelang 
tidak jauh berbeda dari HPS. Kesimpulan ini sesuai dengan teori 
stewardship dimana PPK sebagai stewards mempertimbangkan risiko dan 
bertindak bagi kepentingan organisasi (Podrug, 2011) dengan membuat 
HPS yang telah sesuai dengan nilai pasar dan memasukkan persentase 
keuntungan demi menghindari terjadinya gagal lelang.   
e. Lama waktu pekerjaan yang dilelangkan berpengaruh positif terhadap nilai 
pemenangan lelang. Semakin lama waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
maka semakin tinggi nilai pemenangan lelang. Hasil ini terkait dengan teori 
stewardship dimana stewards bertindak bagi kepentingan organisasi dan 
principals serta dapat dipercaya (Podrug, 2011). Steward menghitung jangka 
waktu pekerjaan dengan teliti berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan 
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pertimbangan bahwa pertambahan waktu akan meningkatkan nilai 
pemenangan lelang yang menjadi belanja pemerintah.  
f. Pengaruh syarat tidak masuk dalam Daftar Hitam pengadaan barang/jasa 
pemerintah terhadap nilai pemenangan lelang pengadaan sektor publik tidak 
dapat ditentukan karena data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan 
bahwa seluruh peserta pada sampel penelitian tidak masuk dalam Daftar 
Hitam. Namun pada berbagai lelang lain masih ditemukan peserta yang 
masuk dalam Daftar Hitam sehingga ULP tetap mensyaratkan syarat ini. 
Tindakan ULP tersebut sesuai dengan teori stewardship yang cenderung 
mempertimbangkan risiko (Podrug, 2011). Stewards tetap memberi syarat ini 
untuk menghindarkan risiko wan prestasi dari calon penyedia. 
g. Syarat kualifikasi usaha kecil bagi peserta lelang berpengaruh negatif 
terhadap nilai pemenangan lelang pengadaan sektor publik. Hasil ini 
berkaitan dengan teori stewardship dimana pendekatan manajemen 
terhadap governance dengan sosiologi dan psikologi serta stewards 
bertindak bagi kepentingan organisasi dan principals (Podrug, 2011). 
Kebijakan pemerintah adalah memberi kesempatan bagi kualifikasi usaha 
kecil. Usaha itu terbukti tidak hanya mendukung usaha kecil tetapi juga 
menghasilkan nilai pemenangan lelang yang lebih rendah. 
h. Jumlah peserta, jarak peserta lelang, aset bersih peserta, nilai pekerjaan, 
lama waktu pekerjaan, dan syarat kualifikasi usaha perusahaan secara 
simultan berpengaruh terhadap nilai pemenangan lelang. Hal ini sesuai 
dengan teori stewardship bahwa stewards termotivasi bukan untuk 
kepentingan individu tetapi untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan 
Davis, 1991). Dengan adanya faktor-faktor kompetisi pada pelelangan umum 
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maka stewards dapat mengupayakan nilai pemenangan lelang yang 
kompetitif untuk mencapai belanja pemerintah yang efisien.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan pertama 
adalah penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan seluruh 
pengadaan yang terjadi karena pengambilan sampel menggunakan metode 
purpossive sampling sehingga akan lebih tepat jika dibandingkan dengan kondisi 
yang sesuai dengan kriteria yang dipakai yaitu metode pelelangan umum, 
kualifikasi dengan pasca kualifikasi, evaluasi penawaran dengan sistem gugur, 
dan yang mensyaratkan peserta bebas dari Daftar Hitam dan merupakan 
perusahaan dengan kualifikasi usaha kecil dalam dokumen pengumuman lelang. 
Keterbatasan kedua adalah penelitian ini hanya menjelaskan 43,8% 
variabel yang mempengaruhi nilai penawaran pemenang. Hal ini dikarenakan 
penelitian in tidak dapat mengakses dokumen penawaran peserta. Dokumen 
penawaran peserta adalah dasar penentuan kelulusan peserta atas evaluasi 
kualifikasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga yang dilakukan ULP. Dokumen 
penawaran peserta tidak dapat diteliti karena merupakan dokumen rahasia yang 
tidak dipublikasikan dan hanya diterima oleh ULP terkait. Kemampuan penyedia 
memenuhi kebutuhan lelang yang tercermin pada dokumen penawaran peserta 
adalah poin penilaian terbesar pada proses pemilihan pemenang. 
5.3 Saran 
Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh 
penyelenggara lelang dan bagi penelitian selanjutnya.  
5.3.1 Bagi Penyelenggara Lelang 
Untuk memperoleh nilai pemenangan lelang yang paling kompetitif, 
penyelenggara lelang disarankan untuk mempertimbangkan hal berikut. 
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a. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa jumlah peserta dan kualifikasi usaha 
kecil berpengaruh negatif terhadap nilai pemenangan lelang. Karena itu ULP 
disarankan terus berusaha menarik banyak peserta untuk mengikuti lelang 
misalnya dengan memperbanyak pelelangan umum, memberi syarat 
barang/jasa yang mudah ditemukan di pasar, dan mensyaratkan kualifikasi 
perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan. Lelang terbuka 
dengan e-procurement harus ditingkatkan di seluruh instansi pemerintah.  
b. Walaupun semakin jauh jarak peserta akan meningkatkan nilai pemenangan 
lelang, namun dari data penelitian ditemukan bahwa penyedia yang berada 
pada lokasi dekat sering tidak mampu memenuhi kebutuhan pengadaan dan 
jumlah perusahaan yang berdomisili di daerah terpencil masih minim. 
Karena itu, pada proses evaluasi ULP disarankan mempertimbangkan 
peningkatan harga akibat jarak peserta dan membandingkannya dengan 
kemampuan peserta memenuhi kebutuhan pengadaan.   
c. Dikarenakan lama waktu pekerjaan berpengaruh positif terhadap nilai 
pemenangan lelang, maka PPK selaku pembuat kerangka acuan kerja 
(KAK) disarankan untuk semakin teliti menghitung jangka waktu pekerjaan 
yang dibutuhkan. Jika jangka waktu pekerjaan dapat dipersingkat, maka nilai 
pemenangan lelang yang akan menjadi belanja pemerintah dapat berkurang. 
5.3.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 
Terkait keterbatasan penelitian ini, disarankan penelitian selanjutnya 
menggunakan metode pengambilan sampel berbeda seperti random sampling 
untuk melihat perbedaan yang akan dihasilkan jika dibandingkan dengan hasil 
penelitian ini. Selain itu sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menambahkan 
faktor lain yang mungkin dapat meningkatkan tingkat pengaruh yang dihasilkan 
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c. 9 faktor utama 
antara lain : sumber 
daya manusia dan 
kepercayaan diri 
perusahaan, lokasi 
proyek dan musim, 
Sistem kontrak dan 
sistem lelang, 
Tingkat Kompetisi 

















































































a. Paket pekerjaan 














b. Paket jalan hotmix 
rata-rata hanya 





HPS rata-rata cukup 
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2,866%. Data ini 
menjadi petunjuk 
awal telah terjadi 
persekongkolan 
pada pelelangan 
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s/d 96,12% dan rata-
rata 91,21% terhadap 
HPS. 
Lampiran 3: Ringkasan Data Penelitian 
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1 15507011 14 12,24 1,808 120 3,410 81,22298 2,77000 100 100 100 
2 15173011 23 177,14 0,500 30 1,280 82,58632 1,05701 100 100 100 
3 15092011 35 71,73 0,710 60 1,474 82,83992 1,22108 100 100 56 
4 15334011 23 311,25 0,500 90 4,902 85,14896 4,17370 100 100 100 
5 14368011 52 222,62 0,660 150 2,500 86,76000 2,16900 100 100 87 
6 14455011 19 93,03 7,913 30 2,779 86,78185 2,41175 100 100 58 
7 14941011 25 427,25 0,501 45 1,046 87,07436 0,91091 100 100 96 
8 15590011 7 184,54 3,725 30 3,600 87,39183 3,14600 100 100 57 
9 14931011 26 312,34 0,602 45 2,084 87,93095 1,83278 100 100 96,2 
10 15257011 28 381,53 0,500 30 2,417 87,95374 2,12599 100 100 100 
11 14911011 22 445,01 0,516 60 1,561 88,08569 1,37519 100 100 95,5 
12 15361011 32 106,09 0,662 90 1,036 88,38090 0,91520 100 100 62,5 
13 14263011 40 366,37 0,506 60 1,756 89,00003 1,56307 100 100 95 
14 15409011 22 633,87 0,500 90 2,100 89,06528 1,87046 100 100 100 
15 14754011 22 568,02 0,486 60 1,782 89,21673 1,59020 100 100 100 
16 14483011 35 598,01 0,552 180 2,345 89,63665 2,10197 100 100 89 
17 14900011 17 558,59 0,500 60 1,349 89,71999 1,20987 100 100 100 
18 15651011 21 405,89 0,500 90 1,348 89,77923 1,21026 100 100 100 
19 15526011 27 414,72 0,645 120 2,843 89,93272 2,55703 100 100 89 




























20 14100011 22 353,04 0,509 150 1,457 90,17523 1,31429 100 100 96 
21 15734011 37 154,16 0,824 75 1,936 90,32437 1,74905 100 100 65 
22 14484011 28 797,83 0,561 180 3,946 92,41729 3,64693 100 100 89 
23 14549011 34 543,01 0,500 180 1,866 92,53460 1,72665 100 100 100 
24 13973011 35 1227,1 0,525 90 2,000 93,11500 1,86230 100 100 91 
25 15163011 26 576,53 0,500 150 1,633 93,97153 1,53412 100 100 100 
26 14321011 21 1180,67 0,500 150 1,052 94,64262 0,99593 100 100 100 
27 15733011 21 232,71 0,544 80 1,152 94,99516 1,09473 100 100 81 
28 15343011 21 352,16 0,597 120 1,980 95,49978 1,89102 100 100 81 
29 14486011 39 731,09 1,398 210 3,590 96,80053 3,47550 100 100 85 
30 15550011 17 230,57 0,500 90 1,225 96,99469 1,18819 100 100 36 
31 14884011 20 406,41 0,500 180 1,809 97,33592 1,76091 100 100 100 
32 15835011 24 368,31 0,555 60 1,434 97,64944 1,40000 100 100 92 
33 14481011 18 843,91 1,398 180 3,675 98,63417 3,62477 100 100 83 
34 15641011 13 619,88 0,500 105 6,914 98,71084 6,82500 100 100 100 
35 15093011 7 388,64 0,512 120 1,238 98,72772 1,22219 100 100 86 
36 14485011 34 700,43 1,087 180 2,875 98,99595 2,84603 100 100 88 
 
 
